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ABSTRAK

HUBUNGAN ANTARA GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS
DAN KEPUASAN KERJA DENGAN KUALITAS PELAYANAN BAGIAN
UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN
2016

Suryaningsih
Survaningsih.ut.s2@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini ditujukan untuk mengungkap hubungan antara gaya
kepemimpinan demokratis dan kepuasan kerja dengan kualitas pelayanan di
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dalam kurun waktu |
tahun belakangan ini.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, baik Pegawai Negeri Sipil
maupun Pegawai Honorer sebanyak 56 orang. Instrumen penilitian ini adalah
kuisioner yang telah teruji secara uji validitas dan uji reliabilitas. Adapun untuk
membuktikan hipotesis dilakukan teknik analisis dengan analisis korelasi ganda.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat dan
signifikan antara gaya kepemimpinan demokratis (X1) dengan kualitas pelayanan
(Y) di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Hal ini ditunjukkan
dengan adanya nilai korelasi variabel tersebut sebesar 0.465 dan nilai signifikansi
sebesar 0,000 antara gaya kepemimpinan dengan kualitas pelayanan. Selain itu
juga ditemui bahwa hubungan yang cukup kuat dan signifikan antara kepuasan
kerja (X2) dengan kualitas pelayanan (Y) di Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Karimun. Hal ini ditunjukkan dengan adanya nilai korelasi variabel
tersebut sebesar 0.490 dan nilai signifikansi sebesar 0.000 antara kepuasan kerja
dengan kualitas pelayanan.

Selain hal tersebut di atas, diperoleh juga hasil penelitian bahwa secara simultan
ada hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan demeokratis (XT1),
kepuasan kerja (X2) dengan kualitas pelayanan (Y) di Bagian Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Karimun dengan tingkat signifikansi (a) sebesar 5%. Besarnya
koefisien determinan (R?) adalah sebesar 0.307 yang berarti bahwa variabel bebas
gaya kepemimpinan demokratis dan kepuasan kerja memberikan kontribusi
sebesar 30.70% terhadap peningkatan kualitas pelayanan di Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Sedangkan sisanya sebesar 60.30%
dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar model.

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan Demokratis, Kepuasan Kerja, Kualitas
Pelayanan.
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ABSTRACT

RELATIONSHIP BETWEEN DEMOCRATIC LEADERSHIP STYLE AND
JOB SATISFACTION WITH THE QUALITY OF SERVICE IN THE
GENERAL SECTION OF REGIONAL SECRETARIAT KARIMUN

YEAR 2016

Suryaningsih
Syrvaningsih.ut.s2(@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

This study aimed to uncover the relationship between democratic leadership
style and job satisfaction with the quality of service in The General Section of
Regional Secretariat Karimun within the past 1 year.

Population and sample in this study were all employees which exists in The
General Section of Regional Secretariat Karimun, either government employees
or employees honorary as many as 56 people. The instrument of this research is a
questionnaire that has been proven validity and reliability test. As for proving
hypotheses do analytical techniques with multiple correlation analysis

The results of this study indicate a relationship is quite strong and significant
correlation between the democratic leadership style (X1) with quality of service
(Y) The General Section of Regional Secretariat Karimun, This is indicated by the
correlation value of these variables for 0.465 and the significant value of 0,000
betnween leadership style with the quality of service. It also found that the
relationship is quite strong and significant correlation between job satisfaction
(X2) with quality of service (Y) in The General Section of Regional Secretariat
Karimun. This is indicated by the value of the variable correlation of 0.490 and a
significance value of 0.000 between job satisfaction and quality of service.

In addition to the above, obtained also researches that simultaneously there is a
significant relationship between leadership style demokrtis (X1), job satisfaction
(X2) with quality of service (Y) in the general affair of regional secretariat at
District Karimun with a significance level (@) of 5%.The magnitude of the
determinant coefficient (R?) is equal to 0.307, which means that the independent
variable democratic leadership style and job satisfaction contributed 30.70% to
the improvement of quality of service in The General Section of Regional
Secretariat Karimun. While the remaining 60.30% influenced by other variables
outside the model

Keywords: Democratic Leadership Style, Job Satisfaction, Quality of Service.
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BAB 1V :
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada dasarnya objek merupakan apa yang hendak diselidiki di dalam kegiatan
penelitian. Adapun objek penelitian ini adalah aspek-aspek yang diperlukan sehubungan
dengan penelitian, yang ada di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.
yang beralamatkan di Jalan JL. Jenderal Sudirman Poros. Kelurahan Sungai Raya
Kecamatan Meral kabupaten Karimun. Provinsi Kepulauan Riau. Fax. (0777) 7366112.
Kode Pos 29163. Berikut ini akan diuraikan secara ringkas gambaran umum objek

penelitian, yang terdiri dari:

1. Visi, Misi dan Motto Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun
Seiring dengan visi, misi dan motto Kabupaten Karimun diatas, maka visi dari
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun memiliki visi, misi dan motto,
sebagai berikut:
a) Visi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, yaitu; “terwujudnya
Pelayanan yang maksimal kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah”.
b) Misi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, yaitu;
1} Melaksanakan urusan administratif yang meliputi penerimaan, pencatatan dan
penyampaian naskah dinas, baik yang ditujukan kepada pimpinan maupun
pendistribusian naskah dinas dari pimpinan kepada satuan kerja perangkat

daerah terkait sesuai disposisi pimpinan;

65
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2) Menata, mengatur dan memeriksa terhadap semua naskah dinas vang akan
ditandatangani oleh pimpinan;

3) Menyimpan dan memelihara terhadap berbagai catatan, arsip, buku dan
dokumentasi yang diperlukan pimpinan;

4) Mengurus keperluan Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati dan menata,
mengelola pemeliharaan  kebersihan ruangan dan pekarangan serta
pengamanan fisik gedung kantor Bupati dan Waki Bupati serta rumah jabatan
lainnya;

5) Mengelola kendaraan dinas berikut kelengkapan administrasinya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan pejabat di lingkungan
Sekretariat Daerah;

6) Meningkatkan kemampuan Sekretaris yang bertugas melayani pimpinan di

Sekretariat Daerah,

2. Tata Pemerintahan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun berdasarkan Peraturan
Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2012, tentang Uraian Tugas Unit Kerja Pada
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Karimun, pada Paragraf 7 dan Pasal 30, menyatakan dalam bahwa secara garis besar
Bagian Umum mempunyai tugas menyusun program kebutuhan umum dan rumah
tangga, rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati, membantu sekretariat dalam

melaksanakan tugas pengelolaan teknis administrasi.
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B. Hasil Penelitian

Adapu hasil penelitian dapat diuraikan satu persatu sesuai dengan kerangka
penelitian, yaitu sebagai berikut:
1. Hasil Analisis Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Sebelum Kuisioner yang akan digunakan sebagai instrumen atau alat ukur dalam
suatu penelitian maka terlebih dahuly perlu diuji validitas dan reliabilitas dari
kuisioner tersebut. Uji validitas dilakukan sejalan dengan Uji Reliabilitas. Uji
Validitas digunakan untuk menguji kesahihan dari instrumen penelitian yang
digunakan. Sedangkan Uji Reliabilitas digunakan untuk menguji bahwa instrumen
penelitian dapat dipercaya sebagai alat ukur. Alat ukur penelitian dikatakan ampuh
apabila memenuhi uji validitas dan uji reliabilitas. Berdasarkan analisis dengan
ménggunakan software SPSS, diperoleh hasil validitas dan reliabilitas dari instrumen
penelitian untuk setiap variabel penelitian tersebut, sebagai berikut:
a) Variabel Gaya Kepemimpinan Demokratis XD
Berdasarkan analisis validitas dan reliabilitas maka diperoleh bahwa semua item
perrnyataan penelitian untuk variabel Gaya Kepemimpinan Demokratis X,
sebagaimana tertera pada tabel Case Prosessing Summary dibawah ini:
Tabel 4.1. Tabel Case Prosessing Summary instrumen Gaya Kepemimpinan

Demokratis (X1)

Case Processing Summary

N %
Cases Valid 56 100.0
Excluded? 0 .0
Total 56 100.0

a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
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Dari Tabel 4.1, terlihat bahwa jumlah responden (N) adalah sebanyak 56 orang
dan semua hasil jawaban dari responden dianalisis 100%. Berdasarkan Tabel 4.].
diatas dinyatakan bahwa 100% jawaban responden dinyatakan valid.

Sedangkan untuk melihat apakah setiap butir pertanyaan atau pernyataan pada
kuisioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian adalah valid, maka dapat

dilihat pada tabel Jtem ~Total Statistics Gaya Kepemimpinan Demokratis {X1),

sebagai berikut:
Tabel 4.2, Tabel Item —Total Statistics instumen
Gaya Kepemimpinan Demokratis X1
ltem-Total Statistics
Scale Corrected Cronbach's

Scale Meanif | Variance if ltem-Total Alpha if ltem

Item Deleted | item Deleted Correlation Deleted
X1.1 33.84 51.774 790 .208
X1.2 33.45 51.343 863 514
X1.3 33.16 50.610 687 913
X1.4 33.43 £§3.595 643 915
X1.5 33.48 50.145 7086 912
X1.6 33.70 53.524 .655 915
X1.7 33.38 50.348 705 912
X1.8 33.34 48.628 781 807
X1.9 33.21 51.444 638 916
X1.10 32.98 50.200 764 .808

Tabel 4.2, dapat dibaca bahwa X1.1, X1.2 sampai dengan X1.10 adalah butir
pertanyaan penelitian pada angket untuk variabel Gaya Kepemimpinan
Demokratis (X1). Setiap item pertanyaan mempunyai nilai corrected Item-Total
Correlation lebih besar dari ripe. Dimana Tiabet Untuk jumlah pernyataan sebanyak
10 butir, memiliki nilai Tabe) (lihat pada buku statistik nilai I'abet) Sebesar 0.632.
Apabila nilai ryine pada kolom corrected Htem-Total Correlation diatas lebih
besar dari rtape 0.632, maka butir pertanyaan/pernyataan dinyatakan valid.

Sedangkan untuk mengetahui apakah butir pernyataan pada kuisioner sudah

reliabel, maka dapat dilihat pada tabel Reliability Statistics dibawah ini:
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Tabel 4.3. Reliability Statistics

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Part 1 Value .856
N of ltems 5a
Part 2 Value .866
N of items 5b
Total N of ltems i0
Correlation Between Forms
© 810
Spearman-Brown Equal Length .895
Coefficient Unequal Length .895
Guttman Split-Half Coefficient 894

8. The items are: X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5.
b. The items are: X1.6, X1.7, X1.8, X1.9, X1.10.

Dari Tabel 4.3. Reliability Statistics diatas diketahuj bahwa nilai Guttman Split-
Half Coefficient adalah sebesar 0.897. Bila dibandingkan dengan nilai rtabel
sebesar 0.632, maka nilai Guttman Split-Half Coefficient lebih besar. Hal ini
menunjukkan bahwa angket yang digunakan sebagai instrumen atau alat ukur

dalam penelitian ini adalah dinyatakan reliabel.

b) Variabel Kepuasan Kerja (X2)
Berdasarkan analisis validitas dan reliabilitas maka diperoleh bahwa semua item
perrnyataan penelitian untuk variabel Kepuasan Kerja (X2), sebagaimana tertera

pada tabel Case Prosessing Summary dibawah ini:

Tabel 4.4. Tabel Case Prosessing Summary instrumen Kepuasan Kerja (X2)

Case Processing Summary

N %
Cases Valid 56 100.0
Excluded? 0 .0
Total 56 100.0

a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
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Dari Tabel 4.4, terlihat bahwa jumlah responden (N) adalah sebanyak 56 orang
dan semua hasil jawaban dari responden dianalisis 100%. Berdasarkan tabel diatas
dinyatakan bahwa 100% jawaban responden dinyatakan valid.

Sedangkan untuk melihat apakah setiap butir pertanyaan atau pernyataan pada
kuisioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian adalah valid, maka dapat
dilihat pada tabel Irem —Total Statistics Kepuasan Kerja (X2), sebagai berikut:

Tabel 4.5. Tabel ltem —Total Statistics instumen Kepuasan Kerja (X2)

Item-Total Statistics

Scale Corrected Cronbach's
Scale Mean if | Varance if tem-Total Alpha if ltem

item Deleted | item Deleted | Correlation Deleted
X2.1 14.83 8.602 939 .962
X2.2 14.70 8.470 .954 .959
X2.3 14.70 8.470 917 .965
X2.4 14.64 8.816 911 .866
X2.5 14.55 8.288 .881 872

Tabel 4.5, dapat dibaca bahwa X2.1, X2.2 sampai dengan X2.5 adalah butir
pertanyaan penelitian pada angket untuk variabel Kepuasan Kerja (X2). Setiap
item pertanyaan mempunyai nilai corrected ltem-Total Correlation lebih besar
dari ripet. Dimana rgpe untuk jumlah pernyataan sebanyak 5 butir, memiliki nilai
Tubel (lihat pada buku statistik nilai rewe) sebesar 0.878. Apabila nilai g, pada
kolom corrected Item-Total Correlation diatas lebih besar dari rtae; 0.878, maka
butir pertanyaan/pernyataan dinyatakan valid.

Sedangkan untuk mengetahui apakah butir pernyataan pada kuisioner sudah

reliabel, maka dapat dilihat pada tabel Reliability Statistics dibawah ini:
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Tabel 4.6. Reliability Statistics

Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha Part 1 Vailue 967
N of Items 39

Part 2 Vaiue .897
N of ltems 2b

Total N of items 5

Correlation Betw

I n Between Forms 940
Spearman-Brown Equal Length 969
Coefficient Unequal Length 970
Guttman Split-Half Coefficient 931

&. The items are: X2.1, X2.2,X2.3.
b. The items are: X2.4, X2.5.

Dari Tabel 4.6. Reliability Statistics diatas diketahui bahwa nilai Guttman Split-
Half Coefficient adalah sebesar 0.931. Bila dibandingkan dengan nilai rtabel
sebesar 0.878, maka nilai Guttman Split-Half Coefficient adalah lebih besar. Hal
ini menunjukkan bahwa angket yang digunakan sebagai instrumen atau alat ukur

dalam penelitian ini adalah dinyatakan reliabel.

Variabel Kualitas Pelayanan Y)
Berdasarkan analisis validitas dan reliabilitas maka diperoleh bahwa semua item
perrnyataan penelitian untuk variabel Kualitas Pelayanan (Y), sebagaimana tertera

pada tabel Case Prosessing Summary dibawah ini;
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Tabel 4.7. Tabel Case Prosessing Summary instrumen Kualitas Pelayanan (Y)

Case Processing Summary

N %
Cases Valid 56 100.0
Excludedr 0 .0
Total 56 100.0

a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

Dari Tabel 4.7, terlihat bahwa Jjumlah responden (N) adalah sebanyak 56 orang
dan semua hasil jawaban dari responden dianalisis 100%. Berdasarkan tabel diatas
dinyatakan bahwa 100% Jjawaban responden dinyatakan valid,

Sedangkan untuk melihat apakah setiap butir pertanyaan atau pernyataan pada
kuisioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian adalah valid, maka dapat
dilihat pada tabel ltem —Total Statistics Kualitas Pelayanan (Y), sebagai berikut:

Tabel 4.8. Tabel Item —Total Statistics instumen Kualitas Pelayanan (Y)

ltem-Total Statistics

Scale Corrected Cronbach's
Scale Meanif | Varance if ltem-Total Alpha if ltem

ltem Deleted | Item Deleted Carrelation Deleted
Y1 331 20.083 672 .898
Y2 33.89 18.861 .766 .891
Y3 34.00 18.800 .689 897
Y4 33.89 19.697 846 899
Y5 33.63 20,239 658 .899
Y6 33.88 19.202 .681 .897
Y7 33.82 19.858 649 .899
Y8 33.86 20.779 845 900
Y9 33.82 20477 689 .898
Y10 33.77 18.909 844 901

Tabel diatas, dapat dibaca bahwa Y1, Y2 sampai dengan Y10 adalah butir
pertanyaan penelitian pada angket untuk variabel Kualitas Pelayanan (Y). Setiap
item pertanyaan mempunyai nilai corrected Item-Total Correlation lebih besar

dari riabel. Dimana rye untuk jumlah pernyataan sebanyak 5 butir, memiliki nilaj

Iuber (lihat pada buku statistik nilai Tavet) Sebesar 0.632. Apabila nilai Thing pada
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kolom corrected Item-Total Correlation diatas lebih besar dari rtye 0.632, maka

butir pertanyaan/pernyataan dinyatakan valid.

Sedangkan untuk mengetahui apakah butir pernyataan pada kuisioner sudah

reliabel, maka dapat dilihat pada tabel Reliability Statistics dibawah ini:

Tabel 4.9. Reliability Statistics

Reliabllity Statistics

Cronbach's Alpha Part 1 Value .859
N of ltems 5
Part 2 Value 833
N of items sb
Total N of Items 10
Correlation Between Forms 759
Spearman-Brown Equa! Length .863
Coefficient Unequal Length .863
Gutiman Spiit-Half Coefficient 862

&. The items are: Y1, Y2, Y3, Y4, Y5,
b. The items are: Y6, Y7, Y8, Y8, Y10.

Dari Tabel 4.9. Reliability Statistics diatas diketahui bahwa nilai Guttman Split-

Half Coefficient adalah sebesar 0.862. Bila dibandingkan dengan nilai rtabel

sebesar 0.632, maka nilai Guttman Split-Half Coefficient adalah lebih besar, Ha]

ini menunjukkan bahwa angket yang digunakan sebagai instrumen atau alat ukur

dalam penelitian ini adalah dinyatakan reliabel.

2. Hasil Analisis Uji Korelasi

Hasil pengolahan data dapat diuraikan secara terpisah, yang diawali dengan

deskripsi secara statistik, maka diperoleh hasil sebagaimana tabel dibawah ini:



Tabel 4.10. Tabel Descriptive Statistics

Descriptive Statistics
Mean Std. Deviation
Gaya Kepemimpinan
Demokratis (X1) 3.6625 .70622 56
Kepuasan Kerja (X2) 3.6393 57515 56
Kualitas Pelayanan (Y) 3.8196 44779 56

43027.pdf
74

Tabel 4.10 diatas merupakan deskripsi seccara statistik, dimana tabel tersebut

menampilkan variabel-variabel penelitian, sebagai berikut:

a) Variabel Gaya Kepemimpinan Demokratis (X1) terdapat kasus (N) sebanyak 56

responden yang mengisi angket, dengan rata-rata adalah sebesar 3.6625 dan

simpangan baku (standar deviasi) sebesar 0.70622,

b) Variabel Kepuasan Kerja (X2) terdapat kasus (N) sebanyak 56 responden yang

mengisi angket, dengan rata-rata adalah sebesar 3.6393 dan simpangan baku

(standar deviasi) sebesar 0.57515.

¢) Variabel Kualitas Pelayanan (Y) terdapat kasus (N) sebanyak 56 responden yang

mengisi angket, dengan rata-rata adalah sebesar 3.8196 simpangan baku (standar

deviasi) sebesar 0.44779.

Sedangkan hasil analisis Correlations nilai yang diperoleh untuk variabel bebas

Gaya Kepemimpinan Demokratis (X1), Kepuasan Kerja (X2) dengan Kualitas

Pelayanan (Y), adalah sebagaimana tabel Correlation dibawah ini:




Tabel 4.11. Tabel Correlation

Correlations

Gaya
Kepemimpina
n Demokratis Kepuasan Kualitas
(X1) Kerja (X2) Pelayanan (Y)
Gaya Kepemimpinan Pearson Correlation 1 .488*1 465
Demokratis (X1) Sig. (2-taited) 000 .000
N 56 56 56
Kepuasan Kerja (X2) Pearson Correlation 488" 1 AS0*™
Sig. (2-tailed) .000 .000
N 56 56 56
Kualitas Pelayanan {Y) Pearson Caorrelation .455'7 490 1
Slg. (2-tailed) .000 .000
N 58 56 56

**. Cervelation is significant at the 0.01 level {2-tailed).
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Dari Tabel 4.11 diatas dapat dilihat bawah nilai Correlations untuk masing-

masing variabel bebas dengan variabel terikat sebagai berikut:

a) Nilai correlation untuk Gaya kepemimpinan Demokratis (X1) dengan Kualitas

Pelayanan (Y) adalah sebesar 0.465.

b) Nilai correlation untuk Kepuasan Kerja (X2) dengan Kualitas Pelayanan (Y)

adalah sebesar 0.490.

Dari tabel diatas juga ditampilkan nilai signifikansi dari setiap variabel sebagai

berikut:

a) Nilai Uji Signifikansi (Sig) untuk Gaya kepemimpinan Demokratis (X1) dengan

Kualitas Pelayanan (Y) adalah sebesar 0.000. Apabila nilai uji signifikansi (Sig)

lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05, sehingga dengan demikian disimpulkan

bahwa Gaya Kepemimpinan Demokratis (X1) memiliki hubungan yang

signifikan dengan Kualitas Pelayanan (Y)

b) Nilai Uji Signifikansi untuk Kepuasan Kerja (X2) dengan Kualitas Pelayanan (Y)

adalah sebesar 0.000. Apabila nilai uji signifikansi (Sig) lebih kecil dari nilai

probabilitas 0.05, sehingga dengan demikian disimpulkan bahwa Kepuasan Kerja

(X2) memiliki hubungan yang signifikan dengan Kualitas Pelayanan (Y)
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Berikut adalah tabel Model Summary, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel

4.1, yaitu:
Tabel 4.12. Tabel Model Summary
Model Summary
Change Statistics
Adjusted | Std. Error of | R Square
Model R R Square | R Square |the Estimate | Change |F Change df1 df2 Sig. F Change
1 5548 307 .281 37974 .307 11.739 2 53 .000

a. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja (X2), Gaya Kepemimpinan Demokratis (X1)
Dari Tabel 4.12, diperoleh nilai dari R (Determinan) adalah sebesar 0.554, sedangkan

nilai Koefisien Determinan (Rsqure) adalah sebesar 0.307. Hal ini menunjukkan
bahwa hubungan antara variabel bebas X1, X2 dengan variabel terikat Y adalah cukup
kuar. Sedangkan untuk melihat kontribusi dari variabel X1, X2 terhadap Y adalah
sebesar R?x 100% atau 0.307 x 100% = 30.70%, suatu angka yang cukup besar yang
menyatakan bahwa variabel bebas X berkontribusi terhadap variabel terikat Y dan
siswanya sebesar 60.30% ditentukan oleh variabel lain.

Selain itu dari tabel 4.12, juga diperoleh nilat Sig.FChange sebesar 0.000. Nilai
Sig. FChange merupakan nilai signifikansi secara simultan (keseluruhan antara
variabel bebas (X1, X2) dengan variabel terikat (Y). Jika nilai Sig.FChange lebih
kecil dari nilai probabilitas (5%) vaitu 0.05, maka dinyatakan bahwa ada hubungan
yang signifikansi antara kedua variabel bebas (X1 dan X2) secara simultan dengan
variabel terikat (Y). Begitu juga sebaliknya apabila nilai Sig. FChang lebih besar dari

0.05 maka tidak ada hubungan yang signifikan antara X1, X2 dengan Y.
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C. Pembahasan
1. Instrumen Penelitian
Berdasarkan data hasil olahan menggunakan software SPSS, dapat dijelaskan bahwa:
a) Validitas dan Reliabilitas Angket Variabel Gaya Kepemimpinan Demokratis (X1)
Semua item pertanyaan atau pernyataan dinyatakan valid dan reliabel. Hal inj
terbukti dari hasil uji Validitas dan uji reliabilitas. Pada tabel 4.1. Case Prosessing
Summary instrumen Gaya Kepemimpinan Demokratis (X1) diatas ada 56
responden (N) yang telah dianalisis 100%,
Butir pertanyaan untuk setiap responden sebanyak 10 (sepuluh) item pertanyaan,
Nilai rgpe untuk 10 (sepuluh) butir pertanyaan adalah sebesar 0.632. Nilai ryape ini
akan dibandingkan dengan nilai Miwneg  hasil analisis pada setiap butir
pertanyaan/pernyataan. Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.2, Tabel Jtem —
Total Statistics instumen Gaya Kepemimpinan Demokratis (X1), menunjukkan
semua item pertanyaan memiliki nilai Thitng lebih besar dari nilaj Tiaber 0.632,
Selain itu setiap butir pertanyaan/pernyataan dinyatakan reliabel, sesuai dengan
hasil analisis pada tabe] 4.3. Reliability Statistics, dimana nilai Guttman Split-Half
Coefficient adalah sebesar 0.894, nilai tersebut lebih besar dari nilai rpe 0.632.
Sehingga dengan demikian setiap butir pertanyan dinyatakan reliabel.
Adanya hasil uji validitas dan uji reliabilitas tersebut diatas ini menunjukkan
bahwa semua butir pertanyaan/pernyataan adalah valid dan reliabel sehingga
angket yang berupa pertanyaan/pernyataan tersebut dapat digunakan sebagai

instrumen atau alat ukur dalam penelitian ini.



b)
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Validitas dan Reliabilitas Angket Variabel Kepuasan Kerja (X2)

Semua item pertanyaan atau pernyataan dinyatakan valid dan reliabel. Hal ini
terbukti dart hasil uji Validitas dan uji reliabilitas. Pada Tabel 4.4. Case
Prosessing Summary instrumen Kepuasan Kerja (X2) diatas ada 56 responden (N)
yang telah dianalisis 100%,

Butir pertanyaan untuk setiap responden sebanyak 5 (lima) butir. Nilai ripe; untuk
5 (lima) butir pertanyaan adalah sebesar 0.878. Nilai rype ini akan dibandingkan
dengan nilai mwng hasil analisis pada setiap butir pertanyaan/pernyataan.
Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.5. Tabel ltem —Total Statistics instumen
instrumen Kepuasan Kerja (X2), menunjukkan semua item pertanyaan memiliki
nilai nywng lebih besar dart nilai ripe; 0.878.

Selain itu setiap butir pertanyaan/pernyataan dinyatakan reliabel, sesuai dengan
hasil analisis pada Tabel 4.6. Reliability Statistics, dimana nilai Guttman Split-
Half Coefficient adalah sebesar 0.931, nilai tersebut Iebih besar dari nilai rype
0.878. Sehingga dengan demikian setiap butir pertanyan dinyatakan reliabel.
Adanya hasil uji validitas dan uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua
butir pertanyaan/pernyataan adalah valid dan reliabel sehingga angket yang
berupa pertanyaan/pernyataan tersebut dapat digunakan sebagai instrumen atau
alat ukur dalam penelitian ini.

Validitas dan Reliabilitas Angket Variabel Kualitas Pelayanan (Y)

Semua item pertanyaan atau pernyataan dinyatakan valid dan reliabel. Hal ini
terbukti dari hasil uji Validitas dan uji reliabilitas. Pada Tabel 4.7. Tabel Case
Prosessing Summary instrumen Kualitas Pelayanan (Y), ada 56 responden (N)

vang telah dianalisis 100%.
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Butir pertanyaan untuk setiap responden sebanyak 10 (sepuluh) butir. Nilai rie
untuk 10 (sepuluh) butir pertanyaan adalah sebesar 0.632. Nilai rype ini akan
dibandingkan dengan nilai rhwng hasil analisis pada setiap butir
pertanyaan/pernyataan. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.8. Tabel Jtem —
Total Statistics instumen Kualitas Pelayanan (Y), menunjukkan semua item
pertanyaan memiliki nilai mhwng lebih besar dari nilai rype 0.632.
Selain itu setiap butir pertanyaan/pernyataan dinyatakan reliabel, sesuai dengan
hasil analisis pada Tabel 4.9. Reliability Statistics, dimana nilai Guttman Split-
Half Coefficient adalah sebesar 0.862, nilai tersebut lebih besar dari nilai repe
0.632. Sehingga dengan demikian setiap butir pertanyan dinyatakan reliabel.
Adanya hasil uji validitas dan uji reliabilitas tersebut diatas ini menunjukkan
bahwa semua butir pertanyaan/pernyataan adalah valid dan reliabel sehingga
angket yang berupa pertanyaan/pernyataan tersebut dapat digunakan sebagai

instrumen atau alat ukur dalam penelitian ini.

. Hubungan antara Gaya Kepemimpiran Demokratis dengan Kualitas Pelayanan

bagian umum sekretariat daerah Kabupaten Karimun

Berdasarkan hasil analisis korelasi pada Tabel 4.11. Tabel Correlation maka dapat

dijelaskan, sebagai berikut:

a) Nilai korelasi antara Gaya Kepemimpinan Demokratis dengan Kualitas Pelayanan
di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun adalah sebesar 0.465.
Angka ini menunjukkan bahwa tingkat hubungan atau korelasi antara Gaya
Kepemimpinan Demokratis dengan Kualitas Pelayanannya cukup kuat, artinya
Gaya Kepemimpinan Demokratis yang digunakan oleh pimpinan di Bagian

Umum  Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dalam menjalankan




b)

43027 .pdf
80

kepemimpinannya memiliki kaitan dengan peningkatkan ataupun penurunan
kualitas pelayanan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Ini
menunjukkan bahwa hipotesis pertama terbukti, yaitu adanya hubungan yang
cukup kuat antara Gaya Kepemimpinan Demokratis dengan Kualitas Layanan di
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Hal ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Jayanthi (2014), bahwa kepuasan kerja karyawan
memiliki hubungan yang kuat dengan kualitas pelayanan di BMI Cabang Malang.
Nilai signifikansi (Sig) antara gaya kepemimpinan demokratis dengan kualitas
pelayanan adalah sebesar 0.000. Nilai ini lebih kecil dari nilai probabilitas 0.03,
sechingga dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara gaya
kepemimpinan demokratis dengan kualitas pelayanan di Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Hal ini membuktikan bahwa adanya
hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan demokratis dengan kualitas
pelayanan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Hal ini
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayanthi (2014), dimana hasil
pengujian signifikansi menunjukkan bahwa kepuasan kerja karyawan berpengaruh
positif terhadap kualitas pelayanan di BMI Cabang Malang.

Kecenderungan Gaya Kepemimpinan yang ada di Bagian Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Karimun cukup bagus. Hal ini sesuai dengan teori yang
dikeluarkan oleh Thoha (2012) bahwa Gaya Kepemimpinan Demokratis adalah
gaya kepemimpinan yang memberikan kewenangan secara luas kepada para
bawahan. Hal ini terbukti dari hasil jawaban responden sebanyak 56, dengan nilai
rata-rata sebesar 3.6625 hasil jawaban responden (lihat pada Tabel Descriptive

Statistics).
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d) Gaya Kepemimpinan Demokratis yang ada di Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Karimun mempunyai hubungan yang cukup kuat dengan aspek-aspek
mutu pelayanan yang ada di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Karimun, yaitu; aspek reliabilitas,daya tanggap, Kompetensi, Akses, Kesopanan,
Komunikasi, Kredibelitas, Keamanan, Kemampuan memahami pelanggan serta
bentuk fisik dari pelayanan itu. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh Jayanthi (2014), yang menunjukkan bahwa kepuasan kerja karyawan
memiliki hubungan yang cukup kuat dengan kualitas pelayanan di BMI Cabang
Malang.

e) Adanya hubungan yang cukup kuat tersebut menunjukkan bahwa kemampuan
atau kompetensi pimpinan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun
ada hubungannya dengan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pegawai atau
staf yang ada di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Sesuai
dengan yang dikemukan Thoha (2012) bahwa Gaya Kepemimpinan Demokratis
merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang banyak digunakan dan selalu di

idam-idamkan dalam suatu organisasi.

3. Hubungan antara kepuasan kerja personel dengan kualifas pelayanan bagian
umum sekretariat daerah Kabupaten Karimun
Berdasarkan hasil analisis korelasi pada tabel 4.11. Tabel Correlation dan Tabel 4.12.
Tabel Model Summary maka dapat dijelaskan, sebagai berikut:
a) Nilai korelasi antara Kepuasan Kerja dengan Kualitas Pelayanannya adalah
sebesar 0.490, Angka ini menunjukkan bahwa tingkat hubungan atau korelasi
yang cukup kuat antara Kepuasan Kerja seluruh pegawai baik Pegawai Negeri

Sipil maupun tenaga honorer di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten




b)
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Karimun dengan Kualitas Pelayanannya, artinya tinggi atau rendahnya tingkat
Kepuasan Kerja yang dirasakan oleh seorang seluruh pegawai di Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dalam melaksanakan tugas-tugasnya
memiliki kaitan dengan peningkatkan ataupun penurunan kualitas pelayanan di
Bagian Umum Sekretariat Derah Kabupaten Karimun. Ini menunjukkan bahwa
hipotesis kedua terbukti, yaitu adanya hubungan yang cukup kuat antara Kepuasan
Kerja dengan Kualitas Layanan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Karimun. Hal ini sesuai dengan yang dikemukan oleh Robbin (2003) bahwa
kepuasan dari pekerjaan (job satisfaction) merupakan sebuah variabel independen
terhadap variabel dependen lainnya seperti produktivitas, kualitas kerja atau
kinerja dan lain sebagainya.

Nilai signifikansi (Sig) antara kepuasan kerja dengan kualitas pelayanan adalah
sebesar 0.000. Nilai ini lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05, sehingga dapat
dikatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan
kualitas pelayanan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Ini
menunjukkan bahwa hipotesis kedua terbukti, yaitu adanya hubungan yang
signifikan antara Gaya Kepemimpinan Demokratis dengan Kualitas Layanan di
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Hal ini sesuai menurut
Robbins (2003) bahwa kepuasan kerja memberikan efek terhadap produktivitas,
kemangkiran, keluar-masuknya karyawan dan perilaku karyawan.

Bila dilihat dari jawaban responden terhadap Kepuasan Kerja, menunjukkan
kecenderungan bahwa sebagian besar pegawai mempunyai kepuasan terhadap
pekerjaannya sendiri. Hal ini terbukti dari hasil jawaban responden sebanyak 56,
dengan nilai rata-rata sebesar 3.6393 (lihat tabel Descriptive Statistics). Tingkat

Kepuasan Kerja yang ada di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
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Karimun dapat dikategorikan tinggi. Menurut Robbin (2003) bahwa seorang
karyawan yang puas tidak selalu meruppakan karyawan yang menunjukkan kerja
yang tinggi, artinya kepuasan kerja dari pegawai Bagian Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Karimun dapat dikategorikan tinggi belum tentu menunjukkan
kualitas layanan yang tinggi.

d) Adanya hubungan yang cukup kuat antara Kepuasan Ketja dengan Kualitas
Pelayanan tersebut menunjukkan bahwa tinggi atau rendahkan kepuasan kerja
pegawai di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun memiliki
hubungan dengan tinggi rendahnya kualitas pelayanan yang dilakukan oleh
pegawai atau staf yang ada di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Karimun. Hal ini sjalan dengan teori yang dikemukan Robbins (2003) bahwa

kepuasan kerja memberikan efek terhadap produktivitas.

4. Hubungan antara gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja personel dengan
kualitas pelayanan bagian umum sekretariat daerah Kabupaten Karimun
Berdasarkan hasil analisis korelasi diperoleh bahwa:

a) Nilai Sig. FChange adalah sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan tingkat signifikansi
hubungan secara simultan antara gaya kepemimpinan demokratis dan kepuasan
kerja dengan kualitas pelayanan. Bila dibandingkan dengan nilai probabilitas 5%
atau 0.05, maka nilai Sig. FChange lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05 sehingga
disimpulkan bahwa ada korelasi yang signifikan secara simultan antara gaya
kepemimpinan demokratis dan kepuasan kerja dengan kualits pelayanan Bagian
Umum Seckretariat Daerah Kabupaten Karimun. Hal ini sesuai dengan yang
dikemukakan oleh Thoha (2012), gaya kepemimpinan adalah yang diidam-

idamkan seorang pemimpin yang artinya gaya kepemimpinan demokratis
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memberikan efek yang bagus terhadap produktivitas bawahannya dan menurut
Suwatno (2013), kepuasan kerja bermanfaat untuk meningkatkan produktifitas,
perbaikan sikap dan tingkah laku karyawan.

b) Gaya kepemimpinan demokratis dan kepuasan ketja yang tinggi dari sebagian
besar pegawai Bagian Umum Sekretariat daerah Kabupaten Karimun memiliki
hubungan yang signifikan dengan mutu pelayanan yang ada Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Hal ini membuktikan hipotesis yang
ketiga, yang menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan secara simultan
antara gaya kepemimpinan demokratis dan kepuasan kerja dengan kualitas

layanan Bagian Umum Sekretariat daerah Kabupaten Karimun.,

5. Upaya peningkatan pelayanan bagian umum sekretariat daerah Kabupaten
Karimun
Berdasarkan hasil penelitian secara ilmiah yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh
gambaran bahwa faktor gaya kepemimpinan demokratis dan kepuasan kerja memiliki
hubungan yang cukup kuat dan signifikan dengan kualitas pelayanan yang ada di
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Kedua faktor tersebut telah
terbukti bisa meningkatkan atau menurunkan kualitas pelayanan, untuk itu kita dapat
mencari upaya agar gaya kepemimpinan demokratis dan kepuasan kerja terus
ditingkatkan untuk meningkatkan mutu pelayanan di Bagian Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Karimun. Selain itu dari data responden diperoleh antara lain
sebagai berikut:
a). Berdasarkan data responden yang ada di Bagian Umum Kabupaten Karimun
didapat bahwa sebagian besar pegawai dengan pendidikan setingkat Sekolah

Menengah Atas (SMA), yaitu sebanyak 39 orang dari 56 orang pegawai
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keseluruhannya. Artinya sebanyak 69.64% pegawai yang ada di Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun pendidikan setingkat SMA, untuk itu
perlu diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.

Meningkatkan motivasi kerja sebagai salah satu faktor lain untuk meningkatkan
kualitas pelayanan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.
Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Robbins (2003), bahwa kepuasan kerja
memiliki efek terhadap produktivitas. Dari hasil penelitian ini juga terlihat bahwa
kepuasan kerja memiliki hubungan yang cukup kuat yaitu sebesar 0.490 dengan
kualitas layanan,

Peningkatan kualitas perilaku dan keprofesionalan dari pimpinan Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, karena gaya kepemimpinan memiliki
hubungan yang cukup kuat yaitu sebesar 0.465 dengan kualitas layanan.
Menciptakan kebijakan pelayanan yang tidak terlalu prosedural dan berbelit-belit
di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, sesuai dengan salah
satu prinsip pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara RI Nomor 63 Tahun 2003, yaitu kesederhanaan yang artinya
prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah
dilaksanakan.

Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan di Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun namun hal tersebut perlu dibuktikan
dengan penelitian lebih lanjut, sesuai dengan salah satu prinsip pelayanan publik
menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 63

Tahun 2003, yaitu kelengkapan sarana dan prasarana, maksudnya tersedianya
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sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai

termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).
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BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diatas, maka dapat

diambil beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Nilai korelasi antara gaya kepemimpinan demokratis dengan kualitas

pelayanan adalah sebesar 0.465. Ini menunujukkan bahwa antara gaya
kepemimpinan demokratis dengan kualitas pelayanan memiliki hubungan
yang cukup kuat. Hal ini dapat diterjemahkan bahwa seorang pemimpin
yang senang menerima saran, pendapat dan bahkan kritikan dari bawahan,
pemimpin yang selalu berusaha mengutamakan kerjasama feamwork
dalam usaha mencapai tujuan, pemimpin yang selalu berusaha menjadikan
lebih sukses dari padanya dan pemimpin yang selalu berusaha
mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin, akan
memiliki keterkaitan atau hubungan yang cukup kuat dengan dimensi
kualitas dan kepuasan layanan yang meliputi; aspek-aspek reliabilitas
layanan, daya tanggap karyawan, kompetensi karyawan, akses layanan,
tingkat kesopanan karyawan, komunikasi, kredibilitas karyawan, tingkat
keamanan pelanggan, kemampuan memahami pelanggan, dan tampilan
fasilitas fisik layanan. Artinya pemimpin yang demokratis dapat
meningkatkan dimensi kualitas atau kepuasan layanan.

Selain itu nilai korelasi antara gaya kepemimpinan yang dengan kualitas

layanan yang cukup kuat dapat diterjemahkan bahwa pemimpin yang yang
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memiliki kewenangan yang tidak mutlak, pemimpin yang melimpahkan
sebagian  kewenangannya pada bawahan, pemimpin yang selalu
mengambil keputusan dan kebijakan secara musyawarah, pemimpin yang
selalu berkomunikasi yang baik dan pengawasan wajar terhadap bawahan,
pemimpin yang memberi kebebasan positif pada bawahan untuk
berpendapat dan melakukan kegiatan/tugas, pemimpin yang selalu
memberikan pujian dan kritik yang seimbang, selalu mendorong prestasi
bawahan, selalu memperhatikan prestasi, kesetiaan dan perasaan bawahan,
serta pimpinan yang selalu menciptakan suasana saling percaya dan
tanggung jawab yang dipikul secara bersama akan dapat meningkatkan
dimensi kualitas atau kepuasan layanan yang meliputi; aspek-aspek
reliabilitas layanan, daya tanggap karyawan, kompetensi karyawan, akses
layanan, tingkat kesopanan karyawan, komunikasi, kredibilitas karyawan,
tingkat keamanan pelanggan, kemampuan memahami pelanggan, dan
tampilan fasilitas fisik layanan. Sedangkan nilai signifikasi adalah sebesar
0.000. Hal ini menunjukkan ada hubungan atau korelasi yang cukup kuat
dan signifikan antara gaya kepemimpinan demokratis dengan kualitas
pelayanan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.
Artinya kewenangan pimpinan yang tidak mutlak, adanya pelimpahan
sebagian wewenang kepada bawahan, keputusan dan kebijakan yang
selalu dibuat bersama, adanya komunikasi yang timbal balik, pengawasan
vang wajar, adanya kebebasan berpendapat, pujian dan kritik yang
seimbang, pimpinan mendorong prestasi bawahan, kesetiaan yang wajar,

perhatian perasaan bawahan, suasana saling percaya, menghormati dan
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menghargai, tanggung jawab yang dipikul bersama memiliki hubungan
yang cukup kuat dan signifikan dengan peningkatan kualitas pelayaan di

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.

. Nilai korelasi antara kepuasan kerja dengan kualitas pelayanan adalah
sebesar 0.490. Sedangkan nilai signifikasi adalah sebesar 0.000. Hal ini
menunjukkan ada hubungan atau korelasi yang cukup kuat dan signifikan
antara kepuasan kerja dengan kualitas pelayanan di Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Artinya kepuasan kerja yang
meliputi; kepuasan setiap pegawai terhadap pekerjaannya, kepuasan
terhadap pembayaran (upah/gaji), kepuasan atas supervisi yang dilakukan,
kepuasan atas kesempatan untuk promosi, dan kepuasan atas ciri-ciri atau
sifat para rekan kerja memiliki hubungan yang cukup kuat dan signifikan
dengan peningkatan dimensi kualitas atau kepuasan layanan di Bagian
Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun yang meliputi; aspek-
aspek reliabilitas layanan, daya tanggap karyawan, kc_;mpetensi karyawan,
akses layanan, tingkat kesopanan karyawan, komunikasi, kredibilitas
karyawan, tingkat keamanan pelanggan, kemampuan memahami

pelanggan, dan tampilan fasilitas fisik layanan.

. Nilai Sig.FChange adalah sebesar 0.000, hal ini menunjukkan bahwa
secara simultan adanya hubungan yang signifikan antara gaya
kepemimpinan demokratis dan kepuasan kerja dengan Kualitas pelayanan

di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun. Artinya gaya
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kepemimpinan demokratis, yaitu; seorang pemimpin yang senang
menerima saran, pendapat dan bahkan kritikan dari bawahan, pemimpin
yang selalu berusaha mengutamakan kerjasama feamwork dalam usaha
mencapai tujuan, pemimpin yang selalu berusaha menjadikan lebih sukses
dari padanya dan pemimpin yang selalu berusaha mengembangkan
kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin, dengan kepuasan kerja yang
meliputi; kepuasan setiap pegawai terhadap pekerjaannya, kepuasan
terhadap pembayaran (upah/gaji), kepuasan atas supervisi yang dilakukan,
kepuasan atas kesempataﬁ untuk promosi, dan kepuasan atas ciri-ciri atau
sifat para rekan kerja memiliki keterkaitan yang signifikan dengan
peningkatan Kkualitas layanan yang meliputi aspek-aspek; reliabilitas
layanan, daya tanggap karyawan, kompetensi karyawan, akses layanan,
tingkat kesopanan karyawan, komunikasi, kredibilitas karyawan, tingkat
keamanan pefanggan, kemampuan memahami pelanggan, dan tampilan

fasilitas fisik layanan.

B. Saran
1. Perlu terus ditingkatkan atau minimal dipertahankan gaya kepemimpinan
demokratis, yang mana diharapkan seorang pemimpin yang senang
menerima saran, pendapat dan bahkan kritikan dari bawahan, pemimpin
yang selalu berusaha mengutamakan kerjasama reamwork dalam usaha
mencapai tujuan, pemimpin yang selalu berusaha menjadikan lebih sukses

dari padanya dan pemimpin yang selalu berusaha mengembangkan
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kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin dalam rangka meningkatkan

kualitas layanan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun,

. Perlu selalu diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan tentang

kepuasan kerja setiap karyawan yang meliputi; kepuasan setiap pegawai

terhadap pekerjaannya, kepuasan terhadap pembayaran (upah/gaji),
kepuasan atas supervisi yang dilakukan, kepuasan atas kesempatan untuk
promosi, dan kepuasan atas ciri-ciri atau sifat para rekan kerja dalam
rangka meningkatkan kualitas layanan di Bagian Umum Sekretariat

Daerah Kabupaten Karimun.

. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data pendidikan karyawan atau

pegawai yang masih banyak pada level menengah, untuk itu perlu

ditingkatkan pendidikan karyawan atau pegawai Sekretariat Daerah

Kabupaten Karimun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.

. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan variabel lain yang

berkaiatan dengan 'upaya meningkatkan kualitas pelayanan di Bagian

Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, antara lain tentang:

a) Meningkatkan motivasi kerja sebagai salah satu faktor untuk
meningkatkan kualitas pelayanan di Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Karimun.

b) Peningkatan kualitas perilaku dan keprofesionalan dari setiap

personel Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun,
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¢) Menciptakan kebijakan pelayanan yang tidak terlalu prosedural
dan berbelit-belit di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Karimun,

d) Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan di

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun
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Pentunjuk:
Berilzh tanda check list ( V) sesuai data Anda pada kotak yang telah disediakan.

1
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" Kualifikasi Pendidikan

[ Js3

[ Js2

[ Isi

Jenis Kelamin
[ JLaki-laki
Usia

[ 17-22

[ J23-28

[ J29-34
Masa Kerja
[ ]7-10years
[ J4-6years
[ ]1-3years

Tingkat Pendapatan Per Bulan

L__]> Rp 10.000.000,-
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[ 1> Rp3.000.000,-
Pangkat/Golongan
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DPerempuan
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DLain-lain

I:]< 1 years
|:‘Lain-lain

[ 1> rp. 4.000.000,-
[_]>Rp. 5.000.000,-

DLain-lain

DHonorer
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KUISIONER
GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS (X1)

Petunjuk:
Menggunakan 5 (lima) angka Skala Likert, silahkan lingkari (O) untuk jawaban yang sesuai menurut Anda

Tidak Pernah
Jarang sekali
Jarang
Sering
Selalu

L R T S

NO PERNYATAAN SKALA
1 |Pimpinan sangat menghargai saran, pendapat, dan kritikan-kritikan dari

bawahan.

2 |Pimpinan selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan

organisasi.

L)

Pimpinan lebih mengutamakan kerjasama dalam usaha mencapai tujuan

-9

Pimpinan selalu memberikan kebebasan kepada bawahannya 1

5 |Pimpinan selalu mendiskusikan setiap permasalahan dengan seluruh
bawahannya

R
W Wl W
AR E R
th |wnwnl W

6 |Pimpinan selalu melibatkan bawahan dalam membuat dan mengambil
keputusan.

7 |Pimpinan selalu berkomunikasi sehubungan dengan tupoksi bawahannya | 1

o

Pimpinan selalu bersifat mengayomi bawahannya 1

9 |Pimpinan selalu mendorong prestasi setiap bawahannya 1

ORI O
W |wlww| w
o laldlldls] &
W talu|ual|

10 |Pimpinan selalu saling percaya, menghormati dan menghargai antar
sesama bawahan




KUISIONER
KEPUASAN KERJA (X2)

Petunjuk:
Menggunakan 5 (lima) angka Skala Likert, silahkan lingkari (O) untuk jawaban yang sesuai menurut Anda

43027.pdf

1 Sangat tidak setuju

2 Tidak setuju

3 Kurang setuju

4 setuju

5 Sangat setuju

NO PERNYATAAN SKALA

1 |Pekerjaan saya menarik, menantang dan menyenangkan bagi saya 213)41]5

N Gaji dan tunjangan yang saya terima sesuai dengan kontribusi yang saya berikan 203145
untuk instansi saya

3 |Atasan saya paham dengan baik akan pekerjaan saya 2131415

4 |Keadilan kebijakan promosi karyawan berlangsung dengan baik 213)141]5

5 Hubungan saya dengan rekan kerja harmonis dan bersedia membantu mengatasi 213lals
kesulitan saya




KUISIONER
KUALITAS PELAYANAN (Y)

Petunjuk:
Menggunakan 5 (lima) angka Skala Likert, silahkan lingkari (O) untuk jawaban yang sesuai menurut Anda

th B W D e

Sangat tidak setuju
Tidak setuju
Kurang setuju
setuju

Sangat setuju

/
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NO

PERNYATAAN

SKALA

Informasi yang ada di Bagian Umum terpampang dengan jelas

Prosedur pelayanan akurat, cepat dan tepat

Seluruh pegawai Bagian Umum memiliki kompetensi dan kecakapan serta keahlian
yang handal

Kantor Bagian Umum Setda Karimun mudah dijangkau dan personelnya juga
mudah dihubungi dan ditemui

Pegawai Bagian Umum Setda Karimun berpenampilan rapi, bersih dan menarik dan
sopan

Kemampuan komunikasi setiap personal sangat baik, jelas dan mudah dipahami

Pegawai Bagian Umum Setda Karimun terpercaya dan jujur

Kantor dan seluruh peralatan dan fasilitas bebas dari bahaya dan resiko

Pegawai Bagian Umum Setda Karimun memahami kebutuhan dan permintaan serta
perhatian terhadap setiap pelanggan

BRI N
LY (W ]w] W
N - N -

wh Lhllalwn L

Kantor Bagian Umum Setda Karimun memiliki sarana dan prasarana yang lengkap,
rapi, nyaman, bersih dan tertata dengan baik
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TABEL RERATA UJI KORELASI GANDA

VARIABEL PENELITIAN
"RERATA
KODE . - GAYA
RESPODEN | KEPEMIMPINAN |<E¥ UAS;:N KERJA|  KUALITAS
DEMORATIS (X1) (X2) PELAYAN.AN (Y) .
Rl 3.60 3.40 3.40
R2 3.00 3.00 4.10
R 330 3.00 3.60
R4 2.70 3.40 3.60
RJ 2.30 3.40 3.00
R7 3.80 3.60 3.50
RS 3.10 3.00 350
R 4.30 4.00 3.20
R10 3.00 4.00 4.10
R1i 2.10 3.00 290
R12 4.70 4.00 4.60
RI3 4.10 4.00 3.90
R14 2.60 4.20 340
RIS 310 4.00 4.50
R16 2.70 4.00 3.90
R17 4.20 4.00 4.00
R18 3.20 3.00 3.50
R19 3.80 3.40 3.60
R20 4.60 4.00 3.60
R21 4.40 4.00 3.50
R22 4.50 4.00 3.90
R23 4.60 5.00 4.30
R24 3.80 4,00 420
R25 3,80 4.00 4.20
R26 4.00 3.00 3.30
R27 4.00 4.00 4.00
R28 4.00 4.20 430
R29 4.00 4.00 3.90
R30 4.20 3.00 400
R3i 4.10 4,00 3.00
R32 2.90 3.00 3.30
R33 3.60 3.00 320
R34 4.40 4.00 4.10
R35 2.90 4,00 31.60
R36 2.90 3.00 3.50
R37 3.10 4.00 4.00
R38 4.40 3.80 430
R39 3.70 4.00 4.00
R40 470 4.00 4.00
R4l 4.00 3.00 3.30
R42 4.50 4.00 4.00
R43 1.80 2.00 3.40
R44 4.60 4.20 4.20
R45 4.40 3.60 4.20
R46 4.30 3,60 3.80
R47 3.50 3.60 3.60
R48 3.70 4.20 4.40
R49 3.60 2.40 4.40
RS0 4.00 5,00 4.50
R51 3.40 3.20 3.90
RS2 3.10 3.00 2.60
R53 2.70 4.00 4.00
R54 3.60 3.60 4.00
R55 3.30 3.80 3.50
R56 3.20 2.80 4.30
STATISTIK | . ¥X1 ¥X2 3Y
JUMLAH 205.10 203.80 213.90




REKAPITULASI BIODATA RESPONDEN

PEGAWAI BAGIAN UMUM SEKRETARIAT KABUPATEN KARIMUN
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TAHUN 2016
KODE g JENIS ‘ USIA MASA KERJA | TINGRAT PANGKAT/
RESPONDEN, | PENPIDIRAN | epr aviv - | ranun) | (ranoN) | T ENEG‘;:‘;F AN | GOLONGAN

R1 S2 Perempuan 23-28 7-10 >5 I
R2 51 Perempuan 35-40 7-10 >5 111
R3 S1 Perempuan 35-40 7-10 >5 111
R4 S1 Perempuan =40 7-10 >5 11
R5 Si Laki-laki 23-28 1-3 >5 11
R6 S1 Laki-laki 23-28 1-3 >5 111
R7 Si Perempuan > 40 7-10 >5 111
RS Si Laki-laki 35-40 7-10 >5 (4
R9 S1 Perempuan 35-40 7-10 >5 i
RI10 S1 Laki-laki 29 - 34 1-3 >5 )l
R1i S1 Perempuan 29-34 4-6 >5 11
RI2 SMA Laki-laki 35-.40 7-10 >4 11
R13 SMA Laki-laki 35-40 7-10 >4 Il
R14 SMA Laki-laki > 40 >10 >4 1l
R15 SMA Laki-laki 35-40 7-10 >4 1
R16 D3 Laki-laki 35-40 7-10 >4 i
R17 D3 Laki-laki 35-40 7-10 >4 111
R18 SMA Laki-laki 29-34 4-6 >4 11
R19 SMA Perempuan 35-40 7-10 >4 11
R20 SMA Perempuan > 40 7-10 >4 11
R21 SMA Laki-laki 35-40 7-10 >4 11
R22 SMA Laki-laki > 40 >10 >4 11
R23 SMA Perempuan 35-40 4-6 >3 11
R24 SMA Laki-laki 29 -34 7-10 >3 1
R25 SMA Laki-laki 29-34 4-6 >3 11
R26 SMA Laki-laki 29-34 4-6 >3 Il
R27 SMA Perempuan 23-28 7-10 >3 1
R28 SMA Perempuan 29-34 7-10 >3 i
R29 SMA Perempuan 29-34 7-10 >3 i1
R30 SMA Laki-laki 29 -34 7-10 >3 11
R31 SMA Laki-laki 29-34 7-10 >3 11
R32 Sl Laki-laki 35-40 4-6 >2 Honorer
R33 S1 Laki-laki 29 -34 4-6 >2 Honorer
R34 SMA Laki-laki 29 -34 7-10 >2 Honorer
R35 SMA Laki-laki 29 -34 4-6 >2 Honorer
R36 SMA Laki-laki 29 -34 4-6 >2 Honorer
R37 S1 Laki-laki 35-40 7-10 >2 Honorer
R38 SMA Perempuan 23-28 4-6 >2 Honorer
R39 SMA Laki-laki 23-28 7-10 >2 Honorer
R40 D2 Perempuan 35-40 4-6 >2 Honorer
R4l SMA Laki-laki 29-34 7-10 >2 Honorer
R42 SMA Perempuan 23-28 7-10 >2 Honorer
R43 SMA Laki-laki 29 -34 4-6 >2 Honorer




43027 .pdf

' ; TINGKAT .

KODE _ JENIS USIA MASA KERJA PANGKAT/
RESPONDEN | TENDIDIRAN Y ypr aMIN | (TAHUN) | (TAHUN) - PEN([;S?Q;AN GOLONGAN

R44 SMA Laki-laki 23-28 7-10 >2 Honorer

R45 SMA Laki-laki 29-34 7-10 >2 Honorer

R46 SMA Laki-laki 29-34 7-10 >12 Honorer

R47 SMA Perempuan 23 -28 1-3 > 1 Honorer

R48 SMA Laki-laki 35-40 4-6 >2 Honorer

R49 SMA Pergmpuan 35-40 7-10 >2 Honorer

R50 SMA Perempuan 35-40 7-10 >2 Honorer

R51 SMA Laki-laki 23-28 <1 > { Honorer

_ R52 SMA Laki-laki 29 -34 7-10 >2 Honorer

R53 SMA Perempuan 23-28 >11 >2 Honorer

~ Rs4 SMA Laki-laki 29 - 34 7-10 >2 Honorer

R55 SMA Perempuan 23-28 4-6 >2 Honorer

R56 SMA Laki-laki 17-22 <] >1 Honorer
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TABEL JAWABAN RESPONDEN
UNTUK UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Y10

Y9

Y8

Y7

b.(]

Y5

Y4

PERNYATAAN KUALITAS PELAYANAN (Y)
Y3

X2

Y1

KERJA (X2)
X2.2 ) X23 ) X24 | X2.5

PERNYATAAN KEPUASAN

(]

X1.2 | X1.3 | X14 | X1.5 ] X1.6 | X1.7 | X1.8 | X1.9 | XLI0| X2.1

PERNYATAAN GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS {X1)

X1.1

. KODE
RESPODEN

Rl

R4

R5

R6

R7

R8

R10
R11

R12
R13

R14
RIS

R16
R17

Ri8

R19

R20

R22

R23

R24

R25

R26

R27

R28

R29

R30

R31

R32

R33

R34

R35

R36

R37

R38

R39

R40
R41
R42
R43

R44

R45
R46

R47
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215

P

212

210

212

209

223

208

202

208

207

210

205

202

202

206

231

218

211

209

191

203

206

221

205

183

R48
R49

R30

RS2

R53

R54

R55

R36
JUMLAH
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Y9

¥R

Y7

Y6

Y5

Y4 _

Y3

PERNYATAAN KUALITAS PELAYANAN (V)

X2

Y1

__KERJA (X2).
X2.2 | X233 | X24 | X2.5

PERNYATAAN KEPUASAN

TABEL JAWABAN RESPONDEN
UNTUK UJI KORELASI GANDA

(]

X1.3 | X14 | X1.5 | X1.6 | X1.7 | X1.8 | X1.9 | X1.10} X2.1

X1.2

PERNYATAAN GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS (X1)

X1.1

KODE
RESPODEN
Rl
R4
RS
R6
R7
R8
RS
R10O
R11
RI2
R13
Rl4
R15
Ri6
R17
R18
R19

R20
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R4l
R42
R43
R44
R45
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215

212

210

212

209

223

208

202

208

207

209

207

201

198

204

232

219

202

207

191

200

204

217

198

181

R46
R47
R48
R49

R50

R52

R53

R54

R55
R36
JUMLAH




TABEL BANTU RERATA
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VYARIABEL PENELITIAN
RERATA -
KODE ‘GAYA . . 2 2 z . . v
RESPODEN KEPEMIMPINAN gﬁg}:ﬁg PES\J?;;%SM X1 X2 Y X1LY |. X1Y X1.X2 (X1.X2) (X1.X2).Y
T DEMORATIS (X1}

Rl 3.60 3.40 3.40 12.96 11.56 11.56 12,24 11.56 12.24 149.82 41.62
R2 3.00 3.00 4.10 9.00 9.00 16.31 12.30 12.30 9.00 $1.00 36.90
R3 3.30 3.00 3.60 10.89 9.00 12.96 11.88 10,80 9.90 98.01 35.64
R4 2,70 3.40 3.60 7.29 11.56 12.96 9.72 12.24 9.18 8427 33.05
RS 2.30 3.40 3.00 5.29 11.56 9,00 6,90 10.20 7.82 61.15 23.46
R6 4.20 3.40 4.00 17.64 11.56 16.00 16.80 13.60 14.28 203.92 57.12
R7 3.80 3.60 3.50 14.44 12.96 12.25 13.30 12,60 13.68 187.14 47.38
R3 3.10 3.00 3.50 9.61 9.00 12.25 10.85 10.50 9.30 8649 32.55
R9 4,30 4.00 3.20 18.49 16.00 10.24 13.76 12.80 17.20 295.34 55.04
RI10 3.00 4,00 4.10 9.00 16.00 16.81 12,30 16.40 12.00 144.00 49.20
Rll 2.10 3.00 2.90 441 9.00 8.41 6.09 3.70 6.30 39.69 18.27
RI12 4.70 4.00 4.60 22.09 16.00 2116 21.62 18.40 18.80 353.44 86.48
R13 4.10 4.00 3.90 16.81 16.00 15.21 15.99 15.60 16.40 263.96 63.96
R14 2.60 4,20 3.40 6.76 17.64 11,56 8.84 14.28 10.92 119.25 37.13
R15 4.10 4.00 4,50 16.81 16.00 20.25 1845 18.00 16.40 268.96 73.80
R16 2,70 4.00 3.90 7.29 16.00 15.21 10.53 15.60 10.80 116.64 42,12
R17 4.20 4.00 4.00 17.64 16.00 16.00 16.80 16.00 16.80 282.24 67.20
RIS 3.20 3.00 3.50 10.24 9.00 12.25 11.20 10.50 9.60 92,16 33.60
R19 3.80 3.40 3.60 14.44 11.56 12.96 13.68 12.24 12,92 166.93 46.51
R20 4.60 4.00 3.60 21.16 16.00 12.96 16.56 14.40 18.40 338.56 66.24
R21 4.40 4.00 3.50 19.36 16.00 12.25 15.40 14.00 17.60 309.76 61.60
R22 4.50 4.00 3.50 20.25 16.00 15.21 17.55 15.60 18.00 324.00 70.20
R23 4.60 5.00 4.30 21.16 25.00 18.49 19.78 21.50 23.00 529.00 98.90
R24 3.80 4.00 4.20 14.44 16.00 17.64 15.96 16.80 15.20 231.04 63.84
R25 3.80 4,00 4,20 14.44 16.00 17.64 15.96 16.80 15.20 231.04 63.84
R26 4,00 3.00 3.30 16.00 9.00 10.89 13.20 9.90 12.00 144.00 39.60
R27 4.00 4,00 4.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 256.00 64.00
R28 4.00 4.20 4.30 16.00 17.64 18.49 17.20 18.06 16.80 282.24 72.24
R29 4.00 4,00 3.90 16.00 16.00 15.21 15.60 15.60 16.00 256.00 62.40
R30 4,20 3.00 4.00 17.64 9.00 16.00 16.80 12.00 12.60 158.76 50.40
R31 4.10 4,00 3.90 16.81 16.00 15.21 15.99 15.60 16.40 268.96 63.96
R32 2.90 3.00 3.30 8.41 9.00 10.89 9,57 9.90 8.70 75.69 28.71
R33 3.60 3.00 3,20 12.96 9,00 10.24 11.52 9.60 10.80 116.64 34.56
R34 4.40 4.00 4.10 19.36 16.00 16.81 18.04 16.40 17.60 309.76 72.16
R35 2.50 4,00 3.60 .41 16.00 12.96 10.44 14.40 11.60 134.56 41.76
R36 2.90 3.00 3.50 841 9.00 12.25 10.15 10.50 8.70 75.69 30.45
R37 3.10 4.00 4.00 9.61 16.00 16.00 12.40 16.00 12.40 153.76 49 .60
R38 4.40 3.80 4.30 19.36 14.44 18.49 18.92 16.34 16.72 279.56 71.90
R39 3.70 4.00 4,00 13.69 16.00 16.00 14.80 16.00 14.80 219.04 59,20
R40 4,70 4.00 4.00 22.09 16.00 16.00 18.80 16.00 18.80 353.44 75.20
R41 4,00 3.00 3.30 16.00 9.00 10.89 13.20 9.90 12.00 144.00 39.60
R42 4.50 4.00 4.00 20.25 16.00 16.00 18.00 16.00 18.00 324.00 72.00
R43 1.80 2.00 3.40 3.24 4.00 11.56 6.12 6.80 3.60 12.96 12,24
R44 4.60 420 4,20 21.16 17.64 17.64 19.32 17.64 19.32 373.26 31.14
R45 4,40 3.60 4.20 16.36 12.96 17.64 18.48 15.12 15.84 250.91 66.53
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KODE GAYA ™ i wq2 2 2 ; 332
RESPODEN KEPEMIMPINAN g;‘;ﬁg PES’?:;‘;SM X1 X2 Y XLY X2.Y X1.x2 (X1.X2) (X1.X2).¥
' DEMORATIS.(X1) : ‘
R46 4.30 3.60 3.80 18.49 12.96 14.44 16,34 13.68 15.48 239,63 58.82
R47 3.50 3.60 3.60 12.25 12.96 12.96 12.60 12.96 12,60 158.76 45.36
R48 3.70 4.20 4.40 13.69 17.64 19.36 16.28 18.48 15.54 241.49 68.38
R49 3.60 2.40 4.40 12.96 5.76 19.36 15.84 10.56 8.64 74.65 38.02
R50 4.00 5.00 490 16.00 25.00 24.01 19.60 24,50 20.00 400.00 98.00
RS51 3.40 3.20 3.90 11.56 10.24 15.21 13.26 12.48 10.88 118.37 42.43
R52 3.10 3.00 2.60 9.61 9.00 6.76 8.06 7.80 9.30 86.49 2418
RS53 2.70 4.00 4.00 7.29 16.00 16.00 10.80 16.00 10.80 116,64 43.20
RS54 3.60 3.60 4.00 12.06 12.96 16.00 14.40 14.40 12.96 167.96 51.84
R55 3.30 3.80 3.50 10.89 14.44 12.25 11.55 13.30 12.54 157.25 43.89
R56 3.20 2.80 4.30 10.24 7.84 18.49 13.76 12.04 8,96 80.28 38.53
STATISTIK |. X1 X2 . YY X1® | yx2? TY? | TXLY | ZX2Y | BXtX2| (X1.X3) | (X1LX2).Y
JUMLAH 205,10 203.80 213.90 778,61 | 759.88 | 828.05 | 791.50 | 785.38 | 757.32 | 11094.06 2946.44
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PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Tanjung Balai Karimun, Kode Pos. 29631
Tetepon. (0777) 7366010, Faks. (0777) 7366112
Website : http/fwww.kab-karimun.go.id

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

m

BUPAT! KARIMUN,

hahwa herdasarkan hasil evaluasi Peraturan Daerah
tentang Organisasi Perangkat Daerzh oleh Kementerian
Dalam Negeri serta dengan mempertimbangkan situasi,
kondist dan kebutuhan Daerah saat ini, maka dilakukan
penyesuaian kembali Organlsasi Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a periu Menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pembentukan dan Susunan QOrganisast Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Karimun.

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1998 tent;amg Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawalan {Lembaran Negara Republik

_Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tenfang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi,
dan Kota Batam {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3802) yang telah diubah
heberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Kefiga Atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembantukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonasia Nomor 4880);
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. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun
2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 MNomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4192);

. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
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Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN
dan
BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Karimun.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.

6. Perangkat Daerah adalah organisasi / Lembaga dan Pemerintah
Daerah yang bertanggungjawab Kkepada Kepala Daerah dan
membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.

B. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten karimun,

9. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Kepala
Bagian Sekretariat DPRD.

10.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan
kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.

11.5taf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Karimun.
BAB Il
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
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BAB ll
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK , FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 3
(1). Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.

(2). Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati
dalam menyusun kebifakan dan mengoordinasikan Perangkat Daerah.

(3). Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;

Mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah;

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;

Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsi.

paoom

(4). Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun terdiri dari :
a. Sekretaris Daerah:

1. Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Daerah  dalam melaksanakan  tugas penyelenggaraan
Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta
memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat
Daerah.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka 1

diatas, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Mengoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah.

b. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

c. Pengelolaan sumber daya Aparatur, Keuangan, prasarana dan
sarana Pemerintahan,

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah,
sesuai dengan tugas fungsinya.

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyal
tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan
koordinasi, penyusunan Kebijakan daerah dibidang Pemerintahan
Umum, Hubungan Masyarakat, Protokol, Kesejahteraan dan
Kemasyarakatan.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
angka 1 diatas, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.
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a) Bagian Pemerintahan Umum

1)

2)

3)

Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok
mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten,
Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Kelurahan,
Desa dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada angka 1 , Bagian Pemerintahan Umum
mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Mengumpulkan  bahan  pembinaan  koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan umum yang meliputi
kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada Kabupaten;

b. Mengumpulkan bahan penyustnan rencana program
dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan  dan
penataan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan,
Desa dan Kelurahan;

¢. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana program
dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan
penataan penyelenggaraan pemerintahan di bidang
pertanahan yang menjadi kewenangan Kabupaten;

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain  yang
berhubungan dengan penyelenggaraan pemetintahan
Kabupaten yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bagian Pemerintahan Umum, membawahi :

a. Sub Bagian Tata Pemerintahan.

b. Sub Bagian Bina Kecamatan, Kelurahan dan Desa
c. Sub Bagian Pertanahan.

b) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

1)

2)

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan rencana
teknis operasional tentang hubungan masyarakat,
pelayanan informasi bagi masyarakat dan melakukan
strategi komunikasi pemerintahan yang efektif dan
efislen.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada angka 1, Bagian Hubungan Masyarakat

dan Protokol mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan hubungan
masyarakat;

b. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan pembetian
informasi kepada masyarakat;

c. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan komunikasi
pemerintahan yang berdayaguna dan berhasilguna;

d. Melaksanakan koordinasi dengan media informasi baik
cetak maupun elektronik;

e. Menyusun, tnelaksanakan dan membuat [aporan
rencana kegiatan di bidang keprotokolan.

f. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja
perangkat daerah dan instansi terkait lainnya dalam
menunjang pelaksanaan tugas keprotokalan.
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g. Metaksanakan koordinasl dengan instansi terkait
lainnya dalam menunjang pelaksanaan tugas
perwakilan.

h. Melaksanakan penyiapan dan pembinaan personil |

keprotokolan.

I. Melaksanakan penyiapan dan pembinaan personil
perwakitan.

j. Melaksanakan kegiatan operasional tugas-tugas
perwakilan untuk memperlancar penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan
oleh pimpinan.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi:
a. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi

b. Sub Bagian Aplikasi dan Pengolahan Data.

¢. Sub Bagian Protokol, Informasi dan Komunikasi

c) Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan

1)

2)

Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan
mempunyai tugas pokok  melaksanakan dan
mengkoordinasikan penyusunan program dan
pengumpulan data serta petunjuk tehnis pernbinaan dan
memantau pemberian bantuan dan perkembangannya di
bidang kesejahteraan rakyat dan keagamaan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Untuk metaksanakan tugas pokock sebagaimana
dimaksud pada angka 1, Bagian Kesejahteraan dan
Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk tehnis dibidang kesejahteraan rakyat dan
keagamaan;

b. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan
saran dan pertimbangan dalam peningkatan
kesejahteraan rakyat dan keagamaan;

¢. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan
bahan penyusunan dan petunjuk tehnis pembinaan
dibidang sosial dan kemasyarakatan;

d. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan
bahan penyusunan dan petunjuk tehnis pembinaan
dibidang pendidikan dan kesehatan;

8. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan
bahan penyusunan dan petunjuk tehnis pembinaan
dibidang keagamaan;

f. Mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi
pelaksanaan pemberian bantuan dibidang sosial
kemasyarakatan, pendidikan dan kesshatan sera
keagamaan;

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain dibidang
kesejahteraan masyarakat dan keagamaan yang
ditugaskan oleh Pimpinan.
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3) Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan,
membawahi:
a. Sub Bagian Sosial dan Kemasyarakatan.
b. Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan.
c. Sub Bagian keagamaan.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

1.

2.

Asisten Perekonomlan dan Pembangunan mempunyal tugas
pokok membantu sebagian pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah
lingkup perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

angka 1, Asisten Perskonomian dan Pembangunan mempunyai

fungsi sebagai berikut ;

a. Merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemetintah
Daerah.

a) Bagian Perekonomian

1) Bagian Perekonomian mempunyai tugas pokok
melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan petekonomian
daerah.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada angka 1, Bagian Perekonomian mempunyai fungsi
sebagal berikut:

a. Merencanakan dan menyusun program di bidang bina
produksi dan distribusi, bina usaha jasa serta sarana
dan prasarana;

b. Melaksanakan dan menyusun petunjuk teknis dan
bahan kebijakan di bidang bina preduksi dan distribusi,
bina usaha jasa serta sarana dan prasarana;

¢. Melakukan pembinaan produksi dan distribusi, bina
usaha jasa serta sarana dan prasarana;

d. Memonitor dan mengevaluasi terhadap
penyelenggaraan bina produksi dan distribusi, bina
usaha jasa serta sarana dan prasarana.

3) Bagian Perekcnomian, membawahi :
a. Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Pembinaan
Pengawasan BUMD.
b. Sub Bagian Bina Produksi Daerah.
¢. Sub Bagian Ketahanan Ekonomi Daerah.

b) Bagian Pembangunan

1) Bagian Pembangunan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Asisten Perekonocmian dan
Pembangunan di bidang pembangunan.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada angka 1, Bagian Pembangunan mempunyai fungsi
sebagai berikut:
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a, Merencanakan dan menyusun program lingkup
administrasi pengendalian program, bina fisik dan
prasarana bidang pembangunan;

b. Melaksanakan dan menyusun petunjuk teknis dan
bahan kebijakan di bidang administrasi pengendalian
program, bina fisikk dan prasarana bidang
pembangunan;

c. Melaksanaan lingkup administrasi pengendalian
program, bina fisik dan prasarana bidang
pembangunar;

d. Monitoring dan evaiuasi terhadap penyelenggaraan
penyusunan administrasi pengendalian program, bina
fisik dan prasarana bidang pembangunan.

e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan
oleh pimpinan.

3) Bagian Pembangunan, membawabhi :
a. Sub Bagian Bina Program Kerja.
b. Sub Bagian Pengendalian, Pembinaan dan Pelaporan.
¢. Sub Bagian Bina Fisik dan Prasarana.

d. Asisten Administrasi Umum

1.

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok melakukan
pembinaan dan koordinasi terhadap pelaksanaan urusan umum,
urusan rumah tangga daerah, penataan perlengkapan daerah,
penataan manajemen kepegawaian sekretariat daerah, penataan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan peraturan
perundang-undangan daerah, Pembinaan penataan organisasi
perangkat daerah, penataan pengelolaan keuangan daerah, yang
menjadi kewenangan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan
otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
angka 1, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi sebagai
berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintah

Daerah.
Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana

1) Baglan Hukum dan Organtsasl Tatalaksana mempunyai
tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis penyusunan peraturan perundang-
undangan daerah dan pembinaan penataan organisasi
perangkat daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah,

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada angka 1, Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana
mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka
penyusunan peraturan perundang-undangan yang
menjadi kewenangan daerah;

b. Melaksanakan tertib dokumentasi berbagai peraturan
perundang-undangan yang ada di daerah;
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c. Menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan bantuan
hukum terhadap pejabat daerah yang membutuhkan;

d. Menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan
penyuluhan hukum kepada masyarakat daerah;

e. Penetapan kebijakan pembentukan pengaturan
penyempurmnaan dan perubahan kelembagaan
perangkat dasrah, penetapan kebijakan harmonisasi
hubuhgan antar susunan pemerintahan;

f. Penetapan kebijakan ketatalaksanaan perangkat
daerah yang meliputi hubungan kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah prosedur tetap atau Standard
Operating Prosedur (SOP) serta pembinaan pelayanan
publik;

g. Penetapan kebijakan pengembangan fungsi aparatur
meliputi analisis beban kerja, analisa jabatan,
informasi jabatan dan standard kompetensi jabatan
stuktural serta penyesuaian dan penetapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM).

h. Mengumpulkan dan menyusun bahan dalam
pelayanan petlindungan Hak Azasi Manusia (HAM)
bagi masyarakat daerah;

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan
oleh Pimpinan.

3) Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana, membawahi :
a. Sub Bagian Produk Hukum Daserah dan Dokumentasi
Hukum.
b. Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana.
¢. Sub Bagian Bantuan, Penyuluhan Hukum dan HAM.

Bagian Umum

1) Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyusun
program kebutuhan umum dan rumah tangga, rumah dinas
Bupati dan Wakil Bupati, membantu sekretariat dalam
melaksanakan tugas pengelolaan teknis administrasi
kepegawalan sekda.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada angka 1, Bagian Umum mempunyal fungst sebagai
berikut :

a. Menyusun dan membuat laporan rencaha program
dibidang tata usaha pimpinan, rumah tangga
Bupati,Wakil Bupati dan perangkat daerah serta bidang
keprotokolan;

b. Pengendalian dan pembinaan ketatausahaan umum
dan pimpinan yang meliputi penataan surat masuk dan
pendistribusian keluar.

c. Melaksanakan berbagai urusan rumah !angga yang
meliputi pelayanan angkutan, akomodasi dan ruangan,
rumah jabatan serta pemeliharaan kebersihan kantor
dan pekarangan.

d. Melaksanakan berbagai urusan umum, rumah tangga
yang belum dilakukan instansi daerah tertentu.

e. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
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f. Melaksanakan tertib administrasi kepegawaian di
lingkungan Sekretariat Daerah;

g. Pengendalian, Pembinaan dan penatausahaan
perjalanan dinas dilingkungan Sekretariat Daerah.

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan
oleh pimpinan.

3) Bagian Umum, membawahi :
a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
b. Sub Bagian Rumah Tangga
c. Sub Bagian Kepegawaian Setda

Bagian Keuangan

1) Bagian Keuangan mempunyai tugas  pokok
melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka
penyusunan Kkebijakan teknis operasional di bidang
pengelolaan administrasi keuangan daerah yang menjadi
kewenangan daerah.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada angka 1, Bagian Keuangan mempunyai
fungsi sebagai berikut :

a. Menyusun kebijakan teknis operasional tentang

pengelolaan keuangan daerah;

b. Menyusun rencana anggaran Pemerintah Daerah;

c. Melaksanakan tertib perbendaharaan keuangan

daerah;

d. Melaksanakan tertib manajemen kas daerah;

e. Melaksanakan pengelclaan keuangan daerah;
Melaksanakan tertib pembukuan pengelolaan
keuangan daerah;

g- Melaksanakan tugas kedinasan lain di bidang
keuangan yang ditugaskan oleh Pimpinan.

:'.!

3) Bagian Keuangan, membawabhi :
a. Sub Bagian Anggaran
b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah
c. Sub Bagian Pembukuan.

Bagian Perlengkapan

1) Bagian Perlengkapan mempunyali tugas pokok
menyusun program dan kebijakan teknis operasional
dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang daerah.

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada angka 1, Bagian Perlengkapan
mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyusun, melaksanakan dan membuat laporan
rencana  program di bidang pengelolaan barang
daerah.

b. Mengumpulkan bahan penyusunan perencanaan
kebutuhan barang daerah.

¢. Menentukan kebutuhan pada perencanaan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan
barang yang dituangkan dalam perkiraan anggaran.
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d. Melaksanakan pengadaan, penetimaan,
penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan serta
pengamanan erhadap barang daerah.

e. Melaksanakan perubahan status hukum terhadap
barang daerah.

f. Melaksanakan penatausahaan dan inventarisasi atas
barang daerah.

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan
oleh pimpinan.

3) Bagian Perlengkapan, membawahi :
a. Sub Bagian Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi
b. Sub Bagian Pengadaan Barang
¢. Sub Bagian Pendistribusian dan Aset Daerah

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran 1.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 4

Kedudukan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan
unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasicnal berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara
administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalul Sekretaris Daerah.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan administrasi keuangan serta mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga
ahli yang diperiukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi sebagai

berikut :

a. Penyelenggaraan administrasi sekretariat DPRD;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

¢. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

d. Penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang di perlukan oleh
DPRD.

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri
dari
a. Sekretaris DPRD.

1 Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok melaksanakan segala
urusan tertib administrasi dan pelayanan teknis administrasi dalam
rangka menunjang peiaksanaan kegiatan DPRD yang meliputi
kegiatan rapat, persidangan dan risalah, urusan rumah tangga dan
pengelolaan tata usaha serta keuangan DPRD.

2 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
ayat (2), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Pemberian fasilitas rapat anggota DPRD.
b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas
anggota DPRD.

Baglan Mukum & Organisasi Tatalaksana Kabupaten Karimun
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Pengelolaan Tata usaha DPRD.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah,
sesuai dengan tugas fungsinya.

b. Bagian Umum, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, membawahi :

1. Bagian Umum mempunyal tugas pokock  menyiapkan
penyelenggaraan dan pemberian layanan kegiatan DPRD serta
melaksanakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian sekretariat
dan anggota DPRD.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
angka 1, Bagian Umum Sekretariat DPRD mempunyai fungsi
sebagai berikut :

a.

b.

Melaksanakan kegiatan tertib ketatausahaan dan kepegawaian
DPRD;

Menyiapkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada
pimpinan dan anggota DPRD dalam kegiatan persidangan,
rapat, peninjauan atau kegiatan lain yang berkaitlan dengan
fugas DPRD;

Menyiapkan rencana perjalanan dinas pimpinan dan anggota
DPRD;

Mengurus kendaraan dinas dan barang-barang lainnya serta
melakukan pengamanan pada kantor DPRD;

Melaksanakan pengurusan administrasi keanggotaan DPRD
dan kepegawaian di lingkungan sekretariat DPRD,
Melaksanakan urusan surat menyurat di lingkungan sekretariat
DPRD;

Menyusun rencana kerja laporan kegiatan kerja sekretariat
DPRD;

Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam
memperlancar pelaksanaan kegiatan DPRD;

Melaksanakan tugas kedinasan lain di bidang kegiatan DPRD
yang ditugaskan oleh Pimpinan.

3. Bagian Umum Sekretariat DPRD, membawabhi :
a. Sub Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam
b. Sub Bagian Protokol dan Humas

c. Bagian Persidangan dan Produk Hukum.

1.

Bagian Persidangan dan Produk Hukum mempunyai tugas pokok
membantu Sekretaris DPRD dalam menyiapkan rapat-rapat,
materi rapat, risalah / kesimpulan rapat, produk — produk hukum,
koordinasi peninjauan / kunjungan kerja/ study banding anggota
DPRD.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
angka 1 Bagian Persidangan dan Produk Hukum Sekretariat
DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.
b.

c.

Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan
persidangan DPRD;

Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan rapat-
rapat alat kelengkapan DPRD dan fraksi;

Menyelenggarakan penyusunan laporan kegiatan DPRD;
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3. Bagian Persidangan dan Produk Hukum Sekretariat DPRD,
membawahi :
a. Sub Bagian Rapat dan Risalah
b. Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-undangan

d. Bagian Keuangan.

1. Bagian Keuangan mempunyai tugas pokck menyelenggarakan
pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan anggaran dan
pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
angka 1, Bagian Keuangan Sekretariat DPRD mempunyai fungsi
sebagai berikut :

a.

b.

Menyelenggarakan penyusunan program kerja bagian
keuangan;

Menyelenggarakan  pengendalian dan  pengelolaan
keuangan Sekretariat DPRD;

Menyelenggarakan rencana anggaran sekretariat DPRD;
Menyelenggarakan administrasi perbendaharaan;
Menyelenggarakan verifikasi, pembukuan dan
pertanggungjawaban keuangan;

Menyelenggarakan laporan keuangan secara periodik;
Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi lain dalam
menunjang kegiatan,;

Menyelenggarakan tugas lain yang mendukung kegiatan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

3. Bagian Keuangan Sekretariat DPRD, membawahl :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
b. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.

Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tercantum dalam lampiran I1.

BAB IV
STAF AHLI BUPATI

Pasal 5

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli yang
merupakan jabatan struktural eselon [l b.

Staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak 5 ( lima ) orang
staf ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri
Sipil yang terdiri dari :

oo o

. Staf Ahli dibidang Hukum dan Politik.

. Staf Ahli dibidang Pemerintahan.

. Staf Ahli dibidang Pembangunan.

. Staf Ahli dibidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
. Staf Ahli dibidang Ekonomi dan Keuangan.

Tugas pokok dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh Bupati diluar tugas pokok
fungsi perangkat daerah.

Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan
oleh Sekretaris Daerah,
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BAB V
TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sefiap Pimpinan Organisasi wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas,
transparansi dan akuntabilitas publik baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan
instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 7

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang bertaku.

Pasal 8

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin,
mengkeordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

Pasal 9

Setiap Pimpinan Satuan QOrganisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk,
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan
berkala tepat pada waktunya.

Pasal 10

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi diclah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan dan bimbingan.

Pasal 11

Dalam penyampaian kepada kepala daerah, tembusan laporan disampaikan
kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12
Pembiayaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun , Subsidi atau Bantuan lain
yang sah.

BABVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah

Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun ,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 14
(1)} Ketentuan mengenai esslon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan
dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tunjangan
jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.
(2) Rincian uraian tugas dari jabatan masing-masing satuan organisasi akan
ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.
BABWVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah inl akan diatur lebih lanjut
oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulal betlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal
BUPATI KARIMUN,

H. NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

H. ANWAR HASYIM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011 NOMOR

Bagian Hukum & Organisasi Tatalaksana Kabupaten Karimun
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SEKRETARIAT DAERAH

J1. Jend. Sudirman - Poros Telp. (0777) 7366010, 7366111 Fax. (0777) 7366112
Tanjung Balai Karimun ..
website : http/www.kab-karimun.go.id Kode Pos 29631

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang - a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemsrintzh Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemetintahan Daerah
Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah serta dengan mempertimbangkan situasi,
kondisi dan kebutuhan saat ini, maka dipandang petlu
untuk menata kembali Organisas! Perangkat Daerah
Kabupaten Karimun;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian Peraturan terhadap
Undang — Undang ‘sebagaimana pada huruf a dan
sebagal pelaksanaan reformasi birokrasi di {ingkungan
Pemerintah Kabupaten Karlmun serta upaya
mendukung peningkatan pelayanan publik maka perlu
dilakukan penyesuaian susunan Organisasi Lembaga
Teknis Dasrah Kabupaten Karimun;

c. bahwa Dberdasarkan perimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b periu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Lembaga Teknis  Daerah Kabupaten
Karimun;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1899 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
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. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
yvang tefah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 4880);

. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang — Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia ‘Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang
Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438B);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawal Negetri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547);

. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun
2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4182);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100
Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

11.Peraturan Pemetintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasl Perangkat Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIVUN

dan
BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN KARIMUN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Karimun.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
Kepala Daerah adalah Bupati Karimun.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
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5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Karimun yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur
pelaksana operasional Dinas di lapangan.

9. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Lembaga Teknis Daerah.

10.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan
kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.

BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Karimun.

(2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
b. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan
Bangsa;
. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
. Badan Lingkungan Hidup;
. Badan Kepegawaian Daerah;
Badan Keluarga Betrencana, Permberdayaan Perempuan dan
Perfindungan Anak;
. Badan Kebersihan dan Pertamanan;
. Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah;
Satuan Polisi Pamong Praja;
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
. Kantor Pemuda dan QOlah Raga;
Rumah Sakit Umum Daerabh;

- 0oo

AT TN

BAB
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK , FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3
{1) Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung Pemerintah Dagrah.

{2) Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

(1) Badan Perencanaan Pembangunah Daerah mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
perencanaan pembangunan daerah.

(@)

(3)

{4).

Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai
berikut ;

a.

b.
c.

(=8

Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan
daerah;

Pengoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah;
Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan daerah yang meliputi
perencanaan fisik dan tata ruang, perencanaan ekonomi, sosial budaya
dan sumber daya pemerintahan, penelitan dan pengembangan serta
statistik dan pelaporan;

. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi badan;
. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesual dengan tugas

dan fungsinya;

Susunan QOrganisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai
berikut :

a.
b.

g.

Kepala;

Sekretariat, membawahi :

1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2). Sub Bagian Keuangan dan Asst.

3). Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Bidang Pendanaan dan Pengendalian, membawahi :
1) Sub Bidang Pendanaan Pembangunan.
2) Sub Bidang Pengendalian Pembangunan.

Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup, membawahi :
1) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana.

Bidang Perekonomian, Statistik dan Sumber Daya Alam, membawahi :

1) Sub Bidang Data Statistik, Informasi dan Pengembangan Sumber
Daya Alam.

2) Sub Bidang Pengetmbangan Perekonomian dan Pengentasan
Kemiskinan.

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahi :
1) Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
2) Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
sebagaimana tercantum pada lampiran 1.

Baglan Hulum & Organisasi Tatalaksana Kabupaten Karimun




43027 .pdf

Paragraf 2
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa
dan Kesatuan Bangsa

Pasal 5

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan
Bangsa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang dan pemberdayaan
masyarakat, pemerintahan desa dan kesatuan bangsa.

{2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan
Bangsa mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

(3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :

a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahi :
1). Sub Baglan Umum dan Kepegawaian.
2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan .

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawabhi :
1) Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi
Tepat Guna.
2) Sub Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat.

d. Bidang Pemerintahan Desa, membawabhi :
1) Sub Bidang Pengembangan Pemerintahan Desa.
2) Sub Bidang Fasilitasi Pengembangan Badan Permusyawaratan
Desa.

e. Bidang Kesatuan Bangsa, membawabhi :
1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
2) Sub Bagian Ketahanan Ideclogi Negara.

f. Bidang Kelembagaan dan Politik Dalam Negeri, membawabhi :
1) Sub Bidang Fasilitasi Sosial Politik dan Kewaspadaan Dini.
2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

{4) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa, sebagaimana tercantum pada
lampiran 11

Paragraf 3
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Pasal 6
(1) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan
yang meliputi penanaman modal dan perizinan serta non perizinan.
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{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
Badan Penanaman Modal dan Perzinan Terpadu mempunyai fungsi
sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non
perizinan yang menjadi kewenangan badan pehanaman modal dan
perizinan terpadu;

b. Melaksanakan kegiatan penhinjauan lapangan dan melakukan penilaian
secara teknis setiap permohonan perizinan sebelum dikeluarkan izin
sebagaimana mestinya;

¢. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi di bidang ketatausahaan;

d. Menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan
dan peizinan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya;

(3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu, sebagai berikut :
a. Kepala;
b. Sekretariat,
c. Bagian Tata Usaha, membawahi:
1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

d. Bidang Promosi dan Investasi, membawahi;
1) Sub Bidang Perencanaan dan Investasi
2) Sub Bidang Promost dan Investasi.

e. Bidang Evaluasi dan Pengendalian, membawabhi :
1. Sub Bidang Evaluasi dan Pengaduan
2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Investasi.

f. Bidang Perizinan Jasa Usaha, mengkoordinasi Tim Teknis Perizinan
Jasa Usaha;

g. Bidang Perizinan Tertentu, mengkoordinasi Tim Teknis Perizinan
Tertentu;

(4). Bagan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu, sebagaimana tercantum pada lampiran il

Paragraf 4
Badan Lingkungan Hidup

Pasal 7

(1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati
dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan
hidup.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
Badan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
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(3) Susuran Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup, sebagai
berikut :
a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahi :
1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Tata Lingkungan dan Amdal, membawabhi :
1). Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan.
2). Sub Bidang Amdal.

d. Bidang Pengendalian, Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan
Limbah, membawabhi :
1). Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
2). Sub Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya.

e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, membawahi :
1) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
2) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan,

f. Bidang Penataan Lingkungan dan Komunikasi Lingkungan, membawahi:
1) Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
2) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional
h. UPT

(4). Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, sebagaimana
tercantum pada lampiran V.

Paragraf §
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 8

{1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati
dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian
Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal

ini, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan daerah di
bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang
ditetapkan pemerintah.

. Perencanaan dan pengermnbangan kepagawaian daerah.

. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah.

. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat,
pemindahan dan pemberhentian PNS daerah sesuai dengan norma,
standar dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-
undangan.

e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam  pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau
fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan
dengan Peraturan Perundang-undangan.

f. Penyiapan dan penetapan pensiun PNS daerah sesuai dengan norma,
standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-
undangan.

o

Q. o
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g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS daerah
sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan
Peraturan Perundang-undangan.

h. Penyelenggaraan administrasi PNS daerah,

i. Pengelolaan sistem kepegawalan daerah.

ij- Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada BKN.

(3). Susunan Crganisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, sebagai
berikut :
a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahi :
1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

c¢. Bidang Administrasi dan Mutasi Pegawai, membawabhi :
1). Sub Bidang Pengadaan Pegawai
2). Sub Bidang Mutasi Pegawai

d. Bidang Pengembangan Pegawai, mernbawahi :
1). Sub Bidang Pembinaan Pegawai
2). Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

e. Bidang Pendidikan dan Latihan , membawabhi :
1). Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Prajabatan dan Struktural
2). Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional

f. Kelompok Jabatan fungsional

(4). Bagan Susunan Organisasi dan Tata Ketja Badan Kepegawaian Daerah,
sebagaimana tercantum pada lampiran V

Paragraf 6
Badan Keluarga Berencana Daerah,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 9

(1) Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Arak mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang Keluarga Berencana
Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasai
ini, Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang
kependudukan dan keluarga berencana;

b. Melaksanakan penataan kependudukan dalam bidang kelahiran dan
pembinaan Keluarga Berencana;

c. Menyusun evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan
penataan kependudukan dan keluarga berencana.

d. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang
pelaksanaan penataan kependudukan dan keluarga berencana,;

e. Melaksanakan Koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan unit
kerja lain dalam upaya pelaksanaan pelayanan kependudukan dan
keluarga berencana.
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f. Melaksanakan pelayanan teknis keluarga berencana dan
melaksanakan kegiatan lain sejenis sesuai dengan kebijakan Bupati.

g. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis dan pelaksanaan
koordinasi, pengendalian dibidang pemberdayaan perempuan dan
perindungan anak;

h. Pelaksanaan teknis operasional dibidang pemberdayaan perempuan
dan Perlindungan anak;

i. Melaksanakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan

j. Melaksanakan kegiatan lain dibidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak sesuai dengan kebijakan Bupati;

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya;

(3). Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Daerah,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai berikut :
a. Kepala
b. Sekretariat, membawahi :
1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Produksi, membawabhi :
1). Sub Bidang Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak-Hak
Reprodukst Remaja
2). Sub Bidang Pelayanan Keluarga dan Kelangsungan Hidup lbu,
Bayi dan Anak.

d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Remaja,
membawahi :
1) Sub. Bidang Bina Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga
2} Sub Bidang Bina Keluarga Sejahtera dan Advokasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasl.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawabhi :
1) Sub Bidang Pengembangan Organisasi Wanita dan Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga.
2) Sub Bidang Kesejahteraan dan Peningkatan Aktifitas Perempuan

f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak,
membawahi:
1) Sub Bidang Perlindungan Perempuan
2) Sub Bidang Perlindungan Anak

Q. Jabatan Fungsional
h. UPT
(4). Bagan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana Daerah,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana
tercantum pada Lampiran VI.
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Paragraf 7
Badan Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 10

(1) Bidang Kebersihan mempunyai tugas pokok melakukan perumusan
kebijakan dan teknis operasional tentang penataan dan kebersihan yang
menjadi kewajiban dan kewenangan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini, Badan Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi sebagai
berikut :

a. Melakukan perumusan kebijakan teknis operasional dalam
pelaksanaan penataan kebersihan;

b. Melakukan penataan kebersihan kota;

c. Melakukan perumusan sarana dan prasarana yang menunjang
pelaksanaan kebertsihan;

d. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja dan
instansi terkait dalam upaya mempertlancar pelaksanaan penataan
kebersihan;

6. Mempersiapkan rencana umum kebijakan teknis operasional
pelaksanaan penataan taman;

f. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan
penataan taman kota;

g. Melaksanakan penataan taman;

h. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam upaya
pelaksanaan penataan taman;

I. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya; '

(3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kebersihan dan Pertamanan,
sebagai berikut :
a. Kepala
b. Sekretariat, membawahi :
1). Subbag Umum dan Kepegawaian
2). Subbag Perencanaan dan Keuangan

¢. Bidang Kebersihan, membawahi :
1). Sub Bidang Fasilitas dan Kebersihan
2). Sub Bidang Pengelolaan TPA dan Workshop

d. Bidang Pertamanan , membawabhi :
1). Sub Bidang Penataan dan Pengembangan Taman
2). Sub Bidang Penataan, Pengembangan Dan Perawatan Lampu
Jalan dan Lampu Taman

e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi :
1). Sub Bidang Peraturan dan Retribusi.
2). Sub Bidang Penyuluhan dan Pembinaan.

f. Kelo'mpok Jabatan Fungsional.

g UPT

(4). Bagan Susunan Organisasi Badan Kebersihan dan Pertamanan
sebagaimana tercantum pada Lampiran VII.
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Paragraf 8
Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah

Pasal 11

(1) Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah mempunyai tugas pokok membantu
Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan
Perbatasan Daerah.

@)

3)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal
ini, Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah, mempunyai fungsi sebagai
berikut :

a.

b.

Penyusunan dan penetapan rencana aksl pembangunan batas wilayah
negara dan kawasan perbatasan di kabupaten;

Pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan,
pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan
perbatasan di kabupaten;

. Pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan

batas wilayah negara di kabupaten,;

. Inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona

pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup
dan zona lainnya kawasan perbatasan di kabupaten;

. Penyusunan program dan kebjjakan pembangunan sarana dan

prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan
kabupaten;

Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah
negara dan kawasan perbatasan sesual dengan skala prioritas di
kabupaten / kota; dan

. Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah
negara dan kawasan perbatasan di kabupaten.

Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
sebagati berikut :

a.
b.

Kepala;

Sekretariat, membawahi :

1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Bidang Pengelolaan Batas Negara, membawahi :
1) Sub Bidang Pelaksanaan
2) Sub Bidang Pelaporan

Bidang Pengelolaan Potensi kawasan, membawahi :
1) Sub Bidang Pelaksanaan
2) Sub Bidang Pelaporan

Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan, membawabhi :
1) Sub Bidang Pelaksanaan
2) Sub Bidang Pelaporan

Bidang Kerjasama, membawahi :
1) Sub Bidang Pelaksanaan.
2) Sub Bidang Pelaporan
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g. Jabatan Fungsional.

h. UPT

(4). Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah
sebagaimana tercantum pada lampiran VIIL

Paragraf 9
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 12

(1) Satvan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati
dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan
Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

se

rta periindungan masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

d.

Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta
perindungan masyarakat;

. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan
Kepala Daerah;
. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertban umum dan

ketenteraman masyarakat di daerah;

. Pelaksanaan kebljakan perlindungan masyarakat;
. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/ atau aparatur lainnya;

Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan Penyidik Pegawai
Negeri sipil (PPNS);

. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar

mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerabh;

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya;

(3) Susunan QOrganisasi dan Tata Kerja Satuan Polist Pamong Praja sebagai
berikut :
a. Kepala

b.

e

Sekretariat, membawahi :
1). Sub Bagian Umum dan Kepegawalan
2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawabhi :

1). Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
2). Sub Bidang Penyelidikan dan Penyidikan.

. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
1). Sub Bidang Operasional dan Pengendalian.
2). Sub Bidang Kerjasama.

. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi :

1). Sub Bidang Pelatihan Dasar.
2). Sub Bidang Pembinaan Personil.
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f. Bidang Lindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, membawabhi :
1). Sub Bidang Lindungan Masyarakat.
2). Sub Bidang Pemadam Kebakaran.

9. Jabatan Fungsional
h. Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kecamatan.

Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana
tercantum pada Lampiran 1X.

Paragraf 10
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 13

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok membantu
Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di Bidang
Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal

ini Kantor perpustakaan dan arsip daerah mempunyai fungsi sebagai

berikut :

a. Merumuskan perumusan kebijaksanaan teknis operasional dibidang
perpustakaan dan arsip daerah;

b. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan dibidang
penyelenggaraan perpustakaan dan arsip daerah;

¢. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam upaya menunjang
pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan arsip daerah;

d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan unit kerja
lain dalam upaya pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan arsip daerah;

e. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi perpustakaan dan arsip
daerah;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya;

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah,
sebagai berikut :
a. Kepala.
. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi Perpustakaan
d. Seksi Pelayanan Perpustakaan dan Arsip
e. Seksi Arsip
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
sebagaimana tercantum pada Lampiran X.

Paragraf 11
Kantor Pemuda dan Olahraga

Pasal 14

Kantor pemuda dan olahraga mempunyai tugas pokok membantu Bupati
dalam merencanakan, merumuskan kebijakan, melakukan pembinaan,
pengembangan kegiatan organisasi kepemudaan dan keclahragaan di
wilayah Kabupaten Karimun hingga pada tingkat kecamatan.
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Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini , Kantor Pemuda dan Olahraga mempunyal fungsi sebagai
berikut;

a. Merencanakan kegiatan kepemudaan dan keclahragaan;

b. Merumuskan kebijakan operasional di bidang kepemudaan dan
keolahragaan;

¢. Melakukan evaluasi dan laporan di bidang penyelenggaraan kegiatan
kepemudaan dan keclahragaan;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan, pelatihan dan pembinaan
kepemudaan dan keolahragaam;

e. Mempersiapkan kegiatan pemantauan peningkatkan fasilitas sarana
dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan kepemudaan
dan keolahragaan;

f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan unit
kerja lain untuk menunjang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;

g. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pemantapan dalam kegiatan
keorganisasian dan kepemimpinan;

h. Melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupali sesuai dengan
tugas dan fungsinya;

Susunan Qrganisasi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olahraga, sebagai
berikut ;

Kepala.

Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Perencanaan Pengembangan Kegiatan Kepemudaan

Seksi Sarana dan Prasarana Kegiatan Pemuda dan Olahraga

Seksi Perencanaan, Pengembangan Kegiatan Keolahragaan

caoow

Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga sebagaimana
tercantum pada Lampiran XL

Paragraf 12
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 15

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati
dalam bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun mempunyai fungsi sebagai
berikut :

a. Penyelenggaraan petayanan umum;

b. Pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pelayanan umum yang
meliputi keuangan, pelayanan medis dan keperawatan, penunjang medis
serta program dan pemasaran yang akan diatur dengan Peraturan
Bupati; |

¢. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati

Susunan Qrganisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai berikut :
a. Direkiur
b.Bagian Tata Usaha, membawahi :

1) Sub Bagian Umum, Humas dan Hukum.

2} Sub Bagian Perencanaan Pengembangan SDM.
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c. Bidang Pelayanan, membawahi :
1) Seksi Central Opname dan Rujukan.
2) Seksi Perawatan.
d.Bidang Penunjang, membawahi :
1) Seksi Penunjang Diagnostik, Logistik dan Rumah Tangga Rumah
Sakit.
2) Seksi Rekam Medik dan Sistem Informasi Rumah Sakit.

e.Bidang Keuangan, membawahi :
1) Seksi Anggaran dan Perbendaharaan.
2) Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

f. instalast;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana
tercantum dalam lampiran XII.

Paragraf 13
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 16

Pembentukan, nomenklatur dan rincian tugas Unit Pelaksana Teknis pada
masing-masing Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 14
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Pada masing-masing Lembaga Teknis Daerah
terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh
Bupati atas usul Pimpinan Satuan Crganisasi.

(3) Pembentukan jenis, jenjang dan jumilah jabatan fungsional ditetapkan oleh
Bupatli berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang betlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Organisasi wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas,
transparansi dan akuntabilitas publik baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan
instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
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Pasal 19

Sefiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan sesual dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin,
mengkoordinasikan dan membetikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk,
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan
berkala tepat pada waktunya.

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan / Kantor diclah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan dan bimbingan.

Pasal 23

Dalam penyampaian kepada kepala daerah, tembusan laporan disampaikan
kepada Satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kera.

BAB YV
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan Lembaga Teknis Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Subsidi atau Bantuan lain yang sah.

BAB Vi
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor :
07 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Qrganisasi Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Karimun dan Peraturan Daerah Normor 08 Tahun
2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum
Daerah Kahupaten Karimun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Kepala Bidang pada Badan dan Perangkat Daerah Kabupaten yang telah
menduduki Jabatan Struktural Eselon llla sebelum Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ini
diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya
dalam jabatan struktural eselon llla pada Kabupaten.

Baglan Hukum & Organlsas! Tatalaksana Kabupaten Karimun
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